RINALAH LENGKAP
RAPAT PARIPURNA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIJINAN BERUSAHA

Masa Persidangan : II

Tahun Sidang : 2023

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Mel 2023
senin, 05 Juni 2023
Rabu, 07 Juni 2023
selasa, 29 Agustus 2023

Dikeluarkan Oleh :
SeKretariat Daerah Kota Surakarta



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

RISALAH RAPAT PARIFLIRNA

Tahun Sidang : 2023

Masa Sidang N

Jenis Rapat : Rapat Paripuma

Sifat Rapat : Terbuka

HanfTanggal : Selasa, 29 Agustus 2023

Jam : 13.00 s/d =elesai

Termpat : Gedung Grana Paripuma DPRD Kota Surakarta
ACard "

*FARIPURNA KE -1
1. Raperda tentang Perubahan APBL Kota Surakarla Tahun Anggaran 2023
Dengan Acara Pokak :
# Nola Penjelazan Wali Kota
"PARIFLIRNA KE — 4
2. Raperda Tentang Pehndungan Anak
3. Raperda Tenlang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha
Derngan Acara Pokok :
. Laporan Hasil Pembahazan;
=~ Parsatujuan Bersama,; dan
# Pendapat Akhir Yahkota

PIMPINAN RAPAT 1 Budi Prasetyo, 5.505., MLAP, - Ketua DPRD
SEKRETARIS : Kinkin Sultanul Hakim - Sekretarls DPRD
HADIR H
I. DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA
1.  Budi Prasetyo, 5.505, M.AP. FD Parjuangan
2. H.Sugeng Riyanto, 5.5 Fartai Keadilan Sejahtera
3. Drs Taufiqurrahman GOLKAR-PSI
4. ¥F, Sukasng, 5.H., M.H. PDI Perjuangan



S8 8 Ys R

Roto Indradi Sarwo Indah, S.H,
Ety Isworg, S.H., M. H,

Suyatno

Ekya Sih Hananto, 5.H., M.H.
Ors. Paulus Haryoto

Juge Agung Ruwanto

Indriani, 5.E.

Sid Muslikah, 5.50s, M.A P,
Ginda Ferachiiawan, 5.E., M.S.
Wahyu Haryanto, S.E., Ak CA,
Janjang Sumaryono Aji, S.P.
Suharsond, 5.H., M.H.

Slamet Widodo, 5.H.

Roy Saputra

Titik Nurhayat:, S.H.

Hartant), S.£.

Anna Budiart, S.PAK,
Wowanta, 5.H.

Suwanto '

Tri Hono Setyo Putra, A Md.
Honda Hendarto

Yulianto Indratonaks

Elizabath Pudjningati

Lim Purwanta, 5.H.
CinarRetna Indrasan, A.Md,
Cwah Retno Pratiwi, 3.50s., M.I Kom.
'ferty Maharani Gunawati, 5. Th.

.o H. Asih Sunjote Putro, 5.51.

Muhadi Syahroni, 5.T.

H. Abdul Ghofar Ismail, 5.5.
Didik Hermawan, 5.Pd.
Yudha Sindu Riyanto, 5.H.
Ardianto Kuswinamo, 5.H.
Ir. H. Margons, MM

Aqus Muryants, S.Pd.
Antanius Yogo Prabowo

PDI Perfuangan
FDI Perjuangan
FLC Perjuangan
PO Perjuangan
PD! Perjuangan
POI Perjuangan
PDL Patjuangan
PCI Perjuangan
PDI Perjuangan
FDI Perjuangan
POL Perjuangan
FOT Perjuangan
PBI Perjuangan

) EEII Fatjuangan
“POI Perjuangan

FDI Perjuangan
FOT Perjuangan
PDI Perjuangan
POI Perjuangan
FDI Perjuangan
PCI Periuangan
FOI Perjuangan
FOI Perjuangan
PDI Perjuangan
PLI Parruangan
POI Perjuangan
PDI Perjuangan

Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
Partai ¥eadilan Sejattera

PAN-GERINDRA
PAN-GERINDRA
GOLKAR-PS]
GCHLKAR-PSI
GOLKAR-PSI



II. DARI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA ;
1. Walikota, Wakil Walkota, Para Pejabat EksekutiffTAPD db Lngkungan
Pemenntah Kota Surakarta.
2. Wartawan Media Cetak.

III. TIDAK / BELUM HADIR DARY ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA ;

1. Drs. H. Achmad Sapari, MM, - F. PAN-GERINDRA
2. Silvester Ronny Kamtaro, 5H. - F. POY Perjuangan
3. H. Muhammad Al Amin, 5.E, - F. PAN-GERINDRA
4. H. Agus Setlawan, 5.H. - F. PAN-GERINDRA
5. Agung Harsakti Pancasila Putra = F. PAN-GERINDRA



JALANNY A RAPAT PARIPURNA
DALAM RANGIA
1. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD HOTA SURAMARTA
TAHUN ANGOARAN Z023
Z. RAPERDA TENTANG PELINDUNGAN ANAK
3. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERLIINAN
BERUSAHA

Rapat dibuka Pukul '\1330 WE

SN

PIMPINAN RAPAT :

Yih. Sdr. Walikots dan YWakil Wahkota Surakarta.
Yang kami hoarmati Sdr. Fimpinan dan Anggota Dewan.
Yang kami ormati,

Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerintabiots Surakara,
Fekan-rekan wartawan dar media slektromk dan media celak di Kota Surakara,
serta hadirin tamu undangan yang berbehagia | )

Azspigmurolislikum Warohmatviiohi Wabarokatuh.
Falam Pancasila I}

Salam sejahtera bagiskitasemua.

Puji syukur magilah Hi;ca panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia dan
rahmat-Nya yang talah diiimpahl-:an kepada kita sekahan, astingga kita masih dapad
herzama = sama rnarygihutu Rapat Paripurma Dewan pada han ini dalam keadaan
zehat wal‘afiat,

Kepada seluruh lamu undangan kami sampaikan terima kasih yvang telah
beﬁensﬁ.meiuangkan wakiunya mengikuti jalannya Fapat Fanpuma Dewan pada
haﬁ Ta TS

Sebelum Rapat Paripuma kami nyatakan dibuka, kepada Sdr. Sakrataris
Dewan dipersilahkan untuk mealaporkan kehadiran Anggotas Dewan sesual dengan
daftar hadit yang telah dtardatangan, i persilabkan.

SEKRETARIS DOPRD :
¥Yth. Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Oswan beserta hadinn yang kami
hormaati.

Karm laporkan behwa Rapat Paripurna DPRD Keta Surakartia yang
diselenggarakan pada hari ini Setasa tanggsl 2% Agustus 2023 dihadin cleh 40
arang Angaota Dewan, vahg tidak hadir § orang Anggota Dewan.

a 4's



Adapun nama Anggota Dawan yang tidak / balum hadir adalah sebagai benkut -

1. Drs. H. Achmad Sapan, MM - F. FAN-GERINDRA
2, Silvester Ronny Kamdoro, 5.H. - F. PEI Perjuangan
3. H. Muhammad Al Armn, 5.E. - F. PAN-GERINDRA
4. H, Agus Setiawan, S.H. - F. PAN-GERINDRA
5. Agung Harsakt Pancasila Puira - F. PAN-GERINDEA

Demikian laparan Presensi hadir Angaota Dewan

FIMPINAMN RAPAT :

Terima kas=ih kepada Sdr. SBekretarls Cewan yang telah melaporkan
kehadiran Anggota Dewan. ;

Sabagaimana lelah dibacekan oleh 3dr Sekretaris Dewan dari 45 Ar;ggnta
Dewan, telak hadic sebanyak 40 Anggota Dewan. 87

Sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat D‘aerah Kota
Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewand Perwakilan Rakyat
Daprabh Kota Surskarta Pasal 126 ayat (1} buruf b disebutkan bahwa "FRapat
Parfpurna mertenuht KUoray spabha rapal dinadin Bleh paling sedit 5 [dua
pertigal dan jumish Anggota DPRD unfuk memberhentikan Fimpinan DPRD sera
utizk enelapkan Perda dan APBDY. (Y

Dengan demikian bardasarkad kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat
Paripuma inj telah mamenuhi kuorrmy, ’
Untuk itu, Rapat Paripurna gadahari Inl Selasa tanggal 2% Agustus 2023, saya
nyatakan dibuka dan terbuka aptuk umum.

fRedok Pafs 3x)

Rapat Paripurpa Dawar dan hadirin yang karml Bormati,

Berdasarkan, Paszal $9 ayat {1) huruf d Undang-Undang Momor 24 Tahun
2009 Tentany Bandera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
disehuikan, bahwa Lagu Kebangsaan Wajik diperdengarkan dan/atau
dinyanjihan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MFR, DPR, dan DPRD".

 Berkaitan dengan iu, ifirkan kami mengsjak selursh hadiin untuk berdin
menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
- Hadirin dimohon berdit

MENYANYIKAN
LAGU HEBANGSAAN INDONESIA RAYA

o Hadinn diparsiiahfian untik Juduk kambal



PIMPINANM RAPAT :
Rapxt Paripurna Dawan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarash pads tanggal 21 Agustus 20232
dengan Catatan Rapat Memor (7/BM-DPRD/VNI2023, diagendakan  Rapat
Paripurna Dawan pada har ini Selaza tanggal 28 Agustus 2023 dengan agernda |
*PARIPLURNA KE -1

1. Raperda entang Parubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023
Cengan Acara Pokok :
# Nota Penjelasan Wali Kola

*PARIPURMA. KE - 4
2 Rapeida Tentang Pelindungan Anak
3. Raperda Tentang Penyelenggaraan Perjinan Bamzahs
Dengan Acara Pokok .
¥ Laporan Hasil Pembabasan;
* Persetujuan Bersama; dan
= Pendapat Akbir Walkotz

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Parlourna Dewan dan mldjrin yarg kami hormatl,

Memasuki agenda pertama harl intvedalan Penyampaian Nota Peanjelasan
Walikola atas Raperda lentang Perubaban AFBD Kota Surskarta Tahun Anggaran
2023, sebagaimana telah disampaikan kepada kam Surat Wali Kota Surakarta
Nomor © KUL.02/3521/2023 Peuhal Penyampaian Rancangen Peraturan Daerah
Tentang Perubahzan APBD TA. 2023

Untuk ilu. Smarlan  kita bersama-sama  mengikati  dan  mendengarkan
Panyampaan, Nota "Penjalasan Wali Kota Surakara, Kepada Yth, Sdr. Walikota
Surakartasismi persilahkan.

NOTA PENJELASAN WALIKOTA

Disampaikan oleh Yih, Sdr. Walikota Surakarta

PIMPINAN RAPAT :

Terma kasih kepada Yih, Sdr. Walikota Surakarta yang telah menyampaikan Haota
FPanjglasan Walikots.

PIMPINAM RAPAT :

Rapat Paripurnas Dewon dan hadirin yang kami hormaidi,

Memasuki agenda selanjutnya adalah penstapan 2 (dua) Rapsrda yang elak
dibahas oleh Panta Khusus.



Berdasarkan Perateran Dewan Perwzkilan Rakyat Daerah Kota Surakarta
Momor 4 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Surakarta Pasal 41 ayat {(4) huruf a. Disebulkan bahwa :

Pembicaraan Tingkst If melipuli kegiatan.
a. Pengambian Keputusan dalam rapat panripuma yang didatufur dengan:

1. Penpampaian laporan yang bers proses pentbahasan, pendapst fraks|, dan
Rasi permbicaraan Ungkal | oleh pimginan KOS, pimpinan gaburngsin komsi,
gtau pimpinan paniia khusus;

2 Permintgan Cerselujuan secara Fsan mmpinan rapal kepada anggola dalam
rapat pafpurna; dan

3 Pendapat akhir Wafikalia.

Untuk itu merilah kita ikuli panyampaian Laporan Hasil Pembahasan dani,_Panitia
Khusus. \

Berdasarkan catatan dari Sekretanat, yang akan rnen-_.ranfmaikan Laporan
Hasil Pembahazan Parnsus adalah sebagai barikut :

1 Yth. Sdri Dinar Retna Indrasari, & Md s=laku Juni\Bigara Pansus Rapsrda

Tentang Pelindungan Anak.

2. Yth. Sdr. Siti Muslikah, $.50%, M.A.P. saelaky Jung Bicara Pansus Raperda

Tantang Penyslenggaraan Perjinan Berugahal

Unhuk kesempatan yang pertama, kepadga Yih. Sdri. Dinar Retha Indrasan,
AMd dipgrsilabkan untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus
terhadap Raperda Tenlang PelindunganAnak.

Disampaikan oleh :

Ternma kKagifi disampaikar kepads Yth. Sdri. Dinar Retna indrasan,
A Mds yang letat menyampaikan faporsn pansus dan penyeranan naskanmnys.

2. Kesemipatan selanjutnya kami persiahkan kepada Vth. Sdri. Sii Muslikah,
5.50s, MAP unluk menyampaikan Laporan Hasl Pembabasan Pansus
: terhadap Raperda Tantang Penyelenggaraan Penfinan Berusaha.
Terina kasilt disampakan kepade Yih, Sdri. 5it Mushikak, 5.50s5, M.A.P
yvang lelak menyampaikan fzporan pansus den penyershan naskahnya.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Deavwar dan hadivin yamg Kami hormaitl,

Selanjutnya perlu kami lawarkan kepada forum Rapat Parpurna Dewan yang
terhonmet “Apakah Laporan Hasil Pembahasan FPansus kedua raperda tersebut
dapal diterima dan disetujui sebagai dasar uniuk digkukan Parsetujuan Bersama
antara Pemenintah Kota dengan DPRD terhadap

-7 -



4, Raperda Tentang Pelindungan Anak?
Atas pertanyaan Pimpinan Rapst, DEWAN MENJAWAS : SETLLIL
| Ketok Palu 1x }

2. Raperda Tentang Penyelenggaraan Petijinan Berusaha?"

Alas pertanyaan Pimpinan Rapat, D AR : BETUJU
{ Katok Falu 1x )

PIMPINAN RAPAT :
Tenma kasih,

Selanjulnya kami persilabkan kepada Sdr. Sekretaris Dewan  untuk
membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD tentang Perselujuan Laporan
Panzuz Raperda Tentang Pelindungan Anak dan Raparda Taﬁtang
Penyatenggaraan Perilinan Berusaha, dipersilahken. )

FEMBACAAN NASKAH RANCANGAN
MEPUTUSAN DPRD

EEEEnEnEEn - -

PIMPINAN RAPAT : ¥

Terima kasih dizampaikan I-:epadﬁ Sdr. Sekretaris Dewan yang islah
membacakan Naskah Rancangan Kap{rtusan DPRD dirnaksied.

Selanutnya kami mintakan persefujuan kepada seluruh Anggota Dewan
yang terhermal, “Apakah Waskah Rancangan Keputusan DFRD yang baru saja
dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dowan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi
Kepulusan DPRD? €/

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, DEWAN MEMJAWAB : SETUJU
, { Ketok Palu 1x)
PIMPINAN RAPAT :
Tarma k;asih.
Sélanjmng.ra kami Pimpinan DPRD dan Walikota akan menandalangani Berita

Acara Persctujuan Bersama atas penstapan 2 (gua) Rancangan Peraturan Daerah
dimaksud.

Berkenagn dengan hal terssbut, kepadda Yih, Sdr. Wall Kota, Wakil Wali Kota.
dan Wakil Ketua DPRD dipersilakan menempatkan diri

Kepada Sekretariat Dewan dipersilabkan  untuk  mempersiapkan
kelengkaparnys.

~ Kepads segenag fradinn kamh mohon untuk berdi



PENANDATANGANAN BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA DAN PARAF RANCANGAN PERATURAN
DAERAH

[ Kemudian Penyerahan Berita Acara Parsetujuan Barsama kepada
Yth. Sdr. Walikota }

~ Heaglinn dimofon guduk kermiali

PIMPINAN RAPAT :
Tenma kagih.

Rapat Parfpurna Dewanr dan Madirin yang kami harmati,

Telah kita ssksikan bersama Penandatanganan Persetujuzn Berzama antara
Pemedintah Kota dengan DFRD terhadap '

1. Raperda Tentang Pellndungan Anak; dan

2 Raperda Tentang Fenyelenggaraan Perijinan Earuaahﬁ.
yang selanjulnya Persetujuan Bersama ini segera disampaikan kepada Gubemur
unluk dimintakan nomor register.

Kepada Yth. Fimpinan dan Anggota Pansus.yang telah melaksanakan
tugasnya, sarta kepada segensp jajaran Parangkat Dasrah di lingkungan Femenintah
Kota Surakarta yang telah bersama-sama melakokan pembahasan, kami atas nama
Fimpinan dan Angoote DPRD Kotz Surdkana, menyampakan penghargsan yang
selinggi-lingginya diseriai ucapan tefmakaah ates pelaksanaan lugasnya,

PIMPINAN RAPAT :

Cengan telah disetujuinga Raperda tersetnd, maka sesus dengan Peraturan
Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 11 ayat (4)
huruf a "Feml;ic:araaﬁ Tingkat Il diakhiri dengan Pendapat Akhir Waliketa®.

Kepada Yth, Walikota Surakarta dipersilahkan menyampaikan Pendapat
Akhirmya.

' PENDAPAT AKHIR WALIKOTA

Digampaikan oleh Sdr. Waltkota

PIMPINAMN RAPAT :

Terima kasin kapada ¥th. Sdr. Walikota Surakarta yang talah menyampaikan

Pendapat Akhimya alas pengambilan keputusan terhadap 2 {dua) Rancangan
Peraturan Daerah Kata Surakarta,



Rapzt Paripurna Dewan damn hadicin yamg kami rormali,

Dengan demikian maka selesailah selurub rangkaen acara Rapat Parippma
Dewan pada hari im. Sekah lagm kam mengucapkan terima kasih kepada geluruh
hadirin atas perhatiannga mengikuti jalannya Rapat Paripurna dan kepada semua
pihak yang telah membanlu terselenggaranya Rapat Parpurna, serta kami
sampaikan pemmohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat bal-bal yang
kurang berkenan.

Dengan demikian Rapat Paripurna dapat kita akhirl dan kami nyatakan
ditutup.

fHetoh Palu 3x}
Wassalamu'ziaikum Warohmatufiohi Wabarokafuh.
Salam Pancasila i}
Fapat ditutup Pukul @ 1530 WB
Surakarta, 22 Agusius 2023
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
Fimpirnan Rapat, Sekrigarizs DPRD,
BUDI FEAEijQﬁj 5. M.AP. KINKIN SUL‘I}'AH L HAKIM.SH, MM
|
Kelua OPFRD NIP. 1*1‘15?0]:'10 199402 1 (3
KaBag PF| | _

Subkogr Perdidangan & Risalah

< 1i-



LAPORAN HASIL PEMBAHASAN

FPANITIA KHUSUS
RANCANGAN FERATURAN DAERAH
KOTA SURAKARTA

TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Assalaamu ‘alaikem Wr. Wb,
Salzm sefabiera begl kila sermua,
Yang kami hormati,  Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan dan Rekan-rekan Anggota

DFRD Kata Surakara.

Yang kam hormat,  3dr. Welikota dan Wakil Walikola Surakarta. '
Yang kami hormati.  Segenap Jajaran Eksekutif di Lingkungan Pernenftah Kota

Surakarta.

Yarg kami hormat.  Rekan-rekan Warawan Madia Cetak dan Eleklmmh serla

s=luruh hadirin yang barahagia.

Fertama-ltama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas
berkah dan rahmat-Nya kita diperkenankan bertemu @ Gedurg Graba Paripurns ini
dalam keadasn sehat wal' afiat untuk mengikuti jalannyd Rapal Paripurna DPRD

Kota Surakarta dalam rangka penysmpaian Laparan Hasil Pembahasan Raperda
Kota Surakera tentang Panyslangoarazn Penzinan Berusaha.

Sidang Dewan yang ferhormat dan hadinn yang berbahagia,

Mengawall penyampaian Laperan Hasil Pembahasan ini, maka tak lupa Kami
sampaikan ferima kazih kepada

1. Yth
2. Yth
3 i
4. ¥ih.

Fimpinan Rapst vang telah momberikan kesempatan keapada Panmba
Khusus wptuk menyampaikan Laporan Hazil Pembahasan.
Badan, Musyawarah DPRD Kola Surskarta yang telah memadwalkan

Laporan Hasil Pembahasan Panita  Khusus  Raperds  vantang
FPenyelengoaraan Perizinan Berussha.
“Anyanto Adhi Negroho, SE, M. Ec, Dev, MAPPI (Cert) dan Dr Fatma

Utfatun MNajicha, SH, MH selaku Tenaga Ahh Farnitia Khusus dan
Univeraitas Sebelas Maret,

Semua Pihak yang telah berpartisipazi dalam pembahasan Raperda
1entang Penyslengparaan Perzinan Berusaha.



Sidang Dewan yang ferhormat dan radirin vang berbahaga,

Sedanjutnya kami sampaikan Sistemabka Laporan Hasll Pembahasan
Raperda adalah sabagai berikut

. PENDAHULUAN

. DASAR PCMBAHASAN

L WAKTL CAN TEMPAT PEMEBAHASAN
'v. PESERTA PEMBAHASAN

V. PELAKSANAAN PEMBAHASAN

Vi, HASIL PEMBAHASAN

Wil. FPENDAPAT AKHIR FRAKSI

Wil PENUTUPR

. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 204 tentand Pemeciniahan, "Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Lindaﬁg-Undang
Momor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Feraturan Pemarintan Peangganti
Undang-Undang Momor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kega Menad Undang-
Undang telah mensgaskan kewsnangan dalsm{melekegnakan Perizinan dan
Mon Penzinan secara terpadu 1 (satu] pintu di bideng penanaman modal dan
PTSP yang menjach kewenangan Pemerintah Basrah,

Feraturan Pemerintah Nomaor & Tghun 2621 lenfang Perizinan Berusaha di
Daerah, sebagai regulasi tunsnaf, gar.Lindang-Undang Cipla Kerja. menjadi
dasar dalam penyglenggargan, Perizinan Berusaha di Dasegh. Peraluran
Pemerniah tersebut memegaskan bahwa Wali Kola menelapkan Feraluran
Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizingn Berusaha di Daerah. Selan
fdu. penyelenggaraan Fen‘zinan Beruzzha i D=erah diselenggarakan oleh
Perangkal Desrah yang menyelerggarakan urusan pemenniahan di bidang
penanaman.modal dan PTSP. Fenyelenggaraan Penzinan Berusaha di Daarah
ini juga tidak terlepas dari keberadasan Peraturan Pemerinlah Momor 5 Tahun
2021 'tqntang Ferzinan Berussha Berbasis Risiko yang memberkan dasar
dalam Penyelenggaraan Penzinan Berusaha Berbasis Risike,

Berdasarkan uraian lerseput diatas, maka Pemenntah Kota Surakarta
memandang perlu adanya pengaturan mengenai penyelengoaraan Peranan
Berusaha dalam bentuk Peraturan Dasrah tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha., Peraturan Dasrah  ini dimaksudkan  szebagen  pedoman  bagi
Pemanntah Daerah dan pemangku kepentingan dalam penyslenggaraan
pelayanan Perizinan Berusaha di Dasrah.



I¥.

DASAR PEMBAHASAN
Dasar hukum pembahasan Raperda im adalah sebagai benkot !

1.

FPazal 18 ayat (5§} Undang - Undang Dasar Republik Indomasia Tahun 1545,

4. Undang - Undang Momor 1€ Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provingi Jaws Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Dasrzh Istimewa Yopysharta (Benla Negera Republik
Indonegia Tahun 1950 Momow 4%) sebagaimans divbah dengan Undang-
{Indang Nomor 13 Tahun 1954 lentang Pengubahan Undang-Undang MR 16
dan 17 Tabon 1250 (Republik Indonesia Dahuly) tentang Fembentukan
Kola-Kola Basar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang Femenntahan, Daerah
{Lembaran Megara Republk Indonesia Tahun 2014 Nomar 244, Taribahan
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5587) sebapaimiana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang kufﬁ Tahun 2023
tentang Penstapan Peraturan Pemerintah  Penggantil Lindang-Undang
NMomor 2 Tahun 2022 tentang Cipla Herjq Menadi  Undang-Undang
{Lemnbaran Negars Republik Indmmesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momgr 6356,

4. Undang-Undang Momor 11 Tahun 2023 (ientang Provinsi Jawa Tengah

fLembaran Megara Republik Indpnas;iajTéhun 2023 Nomor &8, Tambahan
Lembarzn Negara Republik Indbpesa Nobmar SE5T},

WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN

1. Waktu pembahagan Raperda langgal 14 Juni 2022 - 18 Agustus 2023
2. Pembahasan Hapén:la dilakyukan di Gadung DFRD Kets Surakarta.

PESERTA PEMBAHASAN
Pesarta.pambiahasan Raperda adalah sebagai berikut

1. 'Psrhpinan dan Anggota Pambia Khusus teediri

v ho. | NAMA  JABATAN | UNSUR
il | 1. | Suharzong, SH, MH Kelua Fraksi PD1 Perjuangan
g Foy Saputra Wakil Katua | Fraksi PDI Perjuangan
3 Tri Hona Satyo Putrs, A Md Anggota Fraksi P Marjuangan
4, | Rore Indradi Sarwe Indah, SH B Anggata Fraksi PDI Perjuangan
5. | Siti Muslikah. 5. So5, MAP Anggola Fraksi PDI Perjuangan
5§ | Yahyu Haryanto, SE, &k, CA | Anggola Fraksi P Peruangan




V.

7. | Suyame Anggote Fraksi PO Perjuangan

8. | Lim Purxgnto, SH Anguota Fraksi PO Pajuangan
| g | Tilik Nurhayati, SH Anggota | Fraksi PDI Patuangan
| 10, | Dinar Retna Indrassri, A Md Anggota Fraksi PDI Parjuzangan
| 11. | Pidik Hermawar, 5.Pd Anggota Fraksi PKS
| 12. |H Abdul Ghofar Ismail, 5.5i | Anggota Fraksi PKS

12, | HM Al Amin, SE Anpgola | Fraksi PAN - GERINDRA
14, | Yudha Sindu Riyanto, SH, MH | Anggota | Fraksi PAN - GERINDRA
5. | Agus Nuryanto, S.Pd - Anggots | Fﬁgf—ig;l

2. Tim Pembahas dari Pemerintah Kota Surakarta '
3. Tenaga Ahli Fansus
4. Pendamping dari Sekretariat DFRD Kota Surakarta.

PELAKSANAAN PEMBAHASAAN

Felaksanaan Pembahasan Raperda tentang. .Pa’nyra[ﬁﬁggaraan Ferizinan

Eerusaha adalah sebagai berikut ; \

1 Rapat Kerja Pembahasan Raparda dilaksgnakan tanggal 14 Juni 2023 -
15 Agusius 2023; XV

2. Study Banding ke DPMPTSPE Hﬁ!a ,:"r'ngg..raharta dan BOFPRD Kabupaten
EBantu| dilaksanakan tanggal 8 < 8"Juli 2023,
Public Hearing dilaksangkantanggal 12 Juli 2023

4. Konsultss ke Kemértenao 'I'nvestaﬁiﬂ(epala EKPM BRI dan Kementerian
Hukum dan HAKR| dilsksanakan tangaal 13 - 15 Juli 2023,

5. Fasitasi Ke-Birg Hukum Selda Provinsi Jawa Tengah tanggal 2 Agusius
2023

B, Sinkrgnisasi Hasil Fagilitazi (anggal 18 Agustus 2023;

T. Esrjdapa'{ Akhir Fraksi DFRD Kola Surakarta tanggsl 29 Agustus 20275

\ HASIL PEMBAHASAN

Fanitia Khuzus telah melakokan rapat kere pembahasan, public
hearing. fasillasi ke Bire Hukum 3elda Provins Jawa Tengah yang hasilnya
teruang dalam Surat Sekretaris Daerah Provingi Jawa Tengah Momor
180 01622 tapggal 10 Agustus 2023 parhal Hasil Fasilits=zi Rancangan
Peraturan Daerah Kotz Swurakara, dan telah dilakukan sinkronisas: hasil
fagilita= clsh Panha Khusos,

Adapun hasil pembahasan Raperda tentang Penyelenggarasn
Fanzinan Beruaaha dapat kami laparkan sebagai berikut :



1. JUDUL RAFERDA
Judul Raperda tidak rengalami perubahan. yaity berbunyi
RAMCAMNGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

£

NOMOR ... TAHUMN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

KONSIDERAN MENIMBANG

Konzidaran “manimbang” tidak mengalam. perubahan.

KONSIDERAN MENGINGAT

Kensideran “mengingat” mengalamt perubahan. yaity

a, Angka 2 Undang — Undang Momor 16 Tahun 1950 diambabkan
perubahannya, sehingga berbunyi - ¢

2,

Undarng-Undang Homer 16 Tahut 1950 1entang Pembentukan
Caerah-Dasrabh Kota Besar Dalam Lingkurngan, Fmﬁinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan (Daerah Istimewa
Yogyakars {Berita MNegara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45) sebagaimana dwbah”™gengan Undang-Undang
NMomor 13 Tahun 1954 tentang FPengubahan Undang-Undang
MR 16 dan 17 Tahun 1250 '{Eeﬁjbiih Indonesia Dahulu} entang
Pambentukan Kota-Kota 'Bgsar dan Kota-Kota Kecil i Jawa,

b Angka 5 sampai dengan angka & dihaous.

BATANG TUBUH,

Saecara urmum, Rancangan Peraturan Dasrah tentang Penyelanggaraan
Pehjinan, Befusaha terdin dari % (ssmbilan) BAB, 40 {ampat puluh)
PASAL yang sacara lengkap disampaikan sebaga berikut

BAE |

KETENTUAN UMUM
Terdin dan 2 {dus) Pazal, yaitu Pasal 1 sampai dengan
Pasal 2.
d. Pasal 1 ditambahkan definisi "FPemenntah Pusat” dan
"Masyarakat”, sghingga berbunyi :
Pasal 1
2. Pemerinlah  Pusat adalah  Presiden Republik
Indonesia yang memagang kekuasaan pemenntahan
Hegars Repubhk Indonesa yang dibantu oleh Wakil
Presiden dan menter sebagaimana dimaksud dalam



BAB Il

Urdang-Undang Dasar Megara Republik Indonasia
Tahun 1945,

26, Masyarakat adalah seluruh pihak, bak wans negara
mayupun penduduk =ebagai oENgG-perseoTAngan,
kelompok, mMAUpuUr tadan hukum yang
berkedudukan sebagai penarima manfaat pelayanan
publik, balk secara langsung maupun fidak
langsung.

. Pasal 2 tdak mengalami perubahan.

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA '
Terdiri dari 8 dua puluh delapan) Paszal, yaid Pasal 3
sampai dengan Pasal 31. ‘

a.

Pasal 3 mengalami perubahan yailu, Pasal ‘3 ayal (4]
frasa “diatur dengan” divbah meniadi “distur dalam®,
s=hingga berbunyi e
Fasal 3
{4) Ketentuan Isbih Janut mengenar pendelegasian
kewenangan mﬁﬂﬁaimana cimaksud pada ayal (2)
diatur dalarm Egraturan Wali Kota.

b. Pasal 4 damPasal 5 tidak mengalari perubahan.

<.

Pasal 4 mangalarm parubahan, yatu Fasal 6 ayat (1}
kalte ‘penilajan" divbab menjat “penetapan™, dan ayat

{2} agar disesvaikan, sehingga berbunyi

Pasal 6
(1) Perizinan Berusaha Berbasis Fisiko sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan
berdasarkan penetapan ingkat Rimiko dan penngkast
skals usaha kegalan usaha melputi  UME-M
danfatau usaha besar
(=} Penetapan tingkal Risiko dan peringkat skala usaha
kegiatan usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] diklasifikasikan menjadi:
a. kegiatan uzaha dengan tingkat Riska rendah;
b. kegiatan uzaha dengan tingkat Risiko
menengah; dan
C. kegiatan uzaha dengan hingkat Risiko tinggi.



BA8 I

BAB IV

BAB ¥

d Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 tidak mengalami
panbahan.

e Pasal 11 mengalami perubabhan, yailu Pasal 11
ditambanken ayat (3) yang mengatur pendsegasian
pengaturan ke dalam Peraluran Wali Kota mangenai
warifikasi pamenuhan standar, sehingga berbunyi :

Pasal 114
() Ketentuan mengenal vermikasi pemenuhan standar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayat {2)
diatur dalam Peraturan Wali Kota.

f. Pasal 2 sampal dengan Pasal 21 btdak mengalami
perubahan. ¢
g. Pasal 22 mengalam perubahan, vaitu Pasal/22 avat (2}
frasa “antara lain® digantl dengan frasa“paltlng sedikit

mamuat”, sehingga barbunyi
Pasal 22
(2] Selain pelayanan informpds sébagaimana dimaksud
pada ayat (1) LJDOPMPTIFP  menyadiakan dan
membekan infur’niaéi ba[ing sedikit memuat ;
a. profil kelembagaan Perangkat Daerah,
b. standar pellaﬁranan Ferzinan Berusaha i Dagraty,
dan
& penilaian kineria PTSP,
hFesal 23 sampai dengan Pasal 31 tdak mengalami
. perubahan.

DUKUNGAN REFORMAS|I KEBIJAKAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Tesdini dari 1 (salu) Pasal. yailu Pasal 32 tidak mengalami
parubahan,

PELAPORAN PENYELEHNGGARAAN PERIZINAN
BERUISAHA

Termin dan 1 {satu) Pasal, yaiu Pasal 33 Ldak mengalami
perubahan. .

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Terdiri dari 1 fsatu) Pasal. yailu Fasal 34 tidak mengalarmi
parubahan,



BABYI PENDANAAN
Tardin dari 1 {sstu) Paszal, yaitu Paszal 35 tidak mengalami
parubahan,
BAB VIl SINERGITAS
Terdiri dan 1 {sat) Pasal. yaitu Pasal 26,
Pasal 36 mengalami penyampurnaan, s&hingga berpunyi

Paszal 36
(1} OPFMPTSF dalam mngka pelayanen perzinan dapat

menjalin sinergitas dengan.

a. Pemerinlah Pusat.

b. Pemerintah Dagrah Provingi; dan

¢. Pihak lain, \

(2] Sinergrtaz  ssbagarmana  dimaksud pada” ayat (1)
melipute: .\

&. fasihtasi penyekesiign penﬁasélahan Farizinan
Berusaha; dan '

b. sinergi program dan kegatan Perizinan Benusaha.

BAE VIl KETENTUAN LAIN# LAIH
Terdin dan 1 f5.a€u‘,| Pasal, yaitu Pasal 37.
Fagal 37 msngaﬁmi peribahan, sehingga barbuny

. Pasal 37

Sedain ﬁ'henyelenggar:akan Perizinan Berusaha. DIFMPTSP
jugé menyelenggarakan pelayanan nonpensinan  yang
menadi kewsanangan Femerintah Daerah sesuzi dengan
Eelentuan peraturan paerundang-undangan.

(_BABIX KETENTUAN PENUTUP
% Terdin dan 3 {tga) Pasal yadu Pasal 38 sampai dengan
Pasal 40.

Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 tidak  mengalami
perubahban.

5. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Twlak mengalami pambabian



Vil

PENDAPAT AKHIR FRAKSI

Berkaitan dengan Pendapat Akhir Frakal yang merupskan bagan bdak
temizahkan dari prozes pembahasan. sebagaimana ketentuan Peratoran
DPFRD Kota Surakarta Nomoe 1 Tahun 2020 eniang Tata Tedib DPED Kota
Surakana, dan 4 {empat) fraksi -

1. Fraksi PO PERJUANGAN

2. Fraksi PKS

3. Fraksi PAN - GERINDRA, dan

4. Fraksi Farlal GOLKAR — PSI

dapal mienerima dan menyetuini Rancangan Paraturan Daerahni.

Adapun Pendapai Akhir Fraksi tedampir dalam laporan ini.

Yiil. PENUTUP

Sidang Cewan yang fermormaf dan hadinn yang Derbahagis o
Puji syukur kami pamatkan kehadiral Tuban Yang Maba Kuesa bakwa Panitia

Khusus Raperda tenlang Penyelengaraan/ Perizinan Beruzaha telah
melaporkan dihadapan forum  Pardpurna ini, selenjutnya kami serabkan
sepenuhnys  kapada Rapat Parpuma Jootuk mengambil  kepolusan
penetapannyd. ‘

Akhirnya kami menyadan sepenuhnya apabila ada kekurangan dalam
penyampaian laporan ini kami mohon maaf yang sahesar — bezamya.

Wassefasmu“alamurn W Wb
Surakarta, #8 Agustus 2023

’ PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
WTENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

u C? WAKIL KETUA,

SUHA NO, SN, MH ROY'SAPUTRA

TANG BACAKAN LAPORAN,



FRAKSI PO PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ji. Adisueipto Mo, 143 A, Telp. @ (0271} T309581, 711854, 711878, T121%3, 73115, Fax. (0271) 717620
SURAKARTA
arids

PENDAPAT FRAKSI
FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KOTA SURAKARTA
terhadap :

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA,

MERDEKAI!!

Assalamiy alalkum Warchmatuliahi Wabarokatuh.

Salam Sefahters Dagl kite semia,

fMenatdaklanjutl  surat dar Pimpinan DPRD Kota Surskarta Moo J481/00.02 0141|2023
terlanggal 24 Agustus 2023, perhal Fendapat Fraksi terhadap Raperda Penyelenggaraan
Panzinan Befuzaha,

Bahwa sesuai dengan hasil pembahasan Pandia Khusus, maka Fraksi PDI Perjuangan DPFRD
Kata Surakarta sepakat dan ranpefufd dangan apa yang telah dirskomendasikan Fanitia
Khusus.

Demikian Fendapat Akhir Fraksi POI Peruangan DPRO Kota Surakarta, kami sampaikan
semoga dapat diakomodir, Alas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan tenima kasih,

Wassalamu akdkiim Warohmatuliahf Waharokatish,

Surakarta, 23 Agustus 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKS| PARTAI DEMOKRAS! INDONES!A PERJUANGAN
KOTA SURAKARTA

'.‘ Rl 4 ':.;_:x_l
K & t'tl a,
|
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FRAKS| PARTAF KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

P Jalan Adi Sucipto Mo, 143 & Telp, (0271) 711841 Email © pkse|ahlara_sologhahoeo.co.id
P Ks Fax {J271) 717620 SURAKARTA 67145

Surakmia, 2 usties 2023

Womor: 07 PIFPRSVIT 2023 Kepada
Larnp : - Y¥th. Fmptnan DPRD Kota Surakarta

Parlhal : Pendapat Akhir Fraksi di SURAKARTA

@ 1Sy g alll Gas ;) 3 alile 5 Mial]

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpaban karunia
nlkmat-Nya, shalawat dan salam semoga tercwah kepada Rasulullan SAW.,
keluarga, zahabat, dan para pengitnya,

Menindaklanjubi surat dar surat dari Pimpinan DPRC Kota Surakarta Nomor
F81;00,02 017V 2023 mengenai Pendapat Akhir Fraksi,

Sebubungan dengan tersebut di 8@s, pendapat Akhir Fraksi Partzi Keadilan
Sejahtera DPRD Kota Surakarta berhadap -

1. Paperda Kota Surakarta bentang Perlindungan Anak manyatakan SETUIL.

Z. Raperda Kota Surskarte tentanbg Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

menyatakan SETUIU,

Cemikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan S52jahtera harap menjadi
penksa dan dibndaklanjut] sebagalmana mestinya. Atas perbatiannya kami ucapkan
terima kasih.

W WSy g alll dax ;g aSle p Mol g

DPROD KOTA SLIRAKARTA
FRAKSL PA.H.TAI KEADILAN SEJAHTERA
Ketua

"i?‘h“ ol

—

H.Asih Sunjofo Putr, 5-Si,



FRAKSI PAN - GERINDRA | = |
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | &

KOTA SURAKARTA

Jolan. Adisucipic Mo, 143 A Telp. {0ZT4) 712861, 735200, 735291, |
TIE292, TAI29Y, {072 Ext. 108 Surnkerts 37143 | i

Surakara, 29 Agustus 2023

Nomor - D8B/FFAN-GERINDRAMMNINI 2023
Fenhal : Pendapat Akhlr Frakal

Larmpiran : -

Kapada Yth :

Kema DPRD Kota Surakarta.

di Tempal.

Assafamu'alaikum Wy Wb,
Salam sciahtera bagi Kita semyua

Bahwa berdasarkan surat pmpinan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kota Surakarta.
Momor : 748100 02.01/7UIIK2023 tanggal 24 Agustus 2023,

Kami Fraksi FAN — GERINDRA menindaklanjuiinya Jengan pemyataan memyampaikan
Pendapat Fraks: sebagai benkut !

1. Bahwa Raperda kKota Surakarta temtang. Pedindungan Anak dapat ditarima dan
disebyj untik ditetapkan menjadi Peraturan Dasrsh tentang  Perlindungan Anak.

2. Bahwa Raperda Kola Surakarta lemang Penyelenggaraan Peqzinan Berusaha dapat
diterime dan disetwiud unluk ditetapkan  menjadi Peraluran Daerab  tentang
Peanyelengdaraat Penzinan Berusahba.

3. Bahwa hal-hal lan terkait Rapardz yang dimaksud, diserahkan sepanunnya pada alst
kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah Kota Surakara yang membahas.

Demikian pendapat akhr dan Fraksi PAN - GERINDRA, disampaikan agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya, Alas perhabian dan kafjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalammraiaikum W Wh.

FRAKSI PAN - GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua LU

Ardianto Kuswinarno, S_H. A Al Amin, 5.E.



FRAKSIPARTAI GOLKAR - P3Sl

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

G MOTA SURAKARTA
GOLONSAN KARYA |- lalan Adi Suripto No. 143 A Telp, (0271) 7118342 Surakarta

INDOMESIA

PENDAPAT FRAKSI PARTAT GO KAR - P51

PPRD KOTA SURAKARTA
TERINADAF RAPERD A

PENYELENGLARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Assalamy ’alathkum werahmarellizhi waberaakatal

Menindak lanjul sueat wang dikimikan dengan Mormoc: 748 1AOD02 01LVIIN 2023, perthal
Fetidapal Fraksi, tertanoeal 24 Apuatus 2023, Detgan inl Fraksi Parial (OLKAR - PST
DPRD Kota Surakarta Menerima dan Maoyemjui Apabila Raperda Fenyelenpgoarasan
Frizinan Berosaha akan dictapkan menjadi PERATURAN DAFRAH setelah disessikan
dengan hasil Laporan BANSUS.

Demikran Pendapat Frakst o1 di sampaikan atas perbanan dan kerga samanva di neapkan

terima kasib.
Wasvglarmu giaifoem waraharendizhi wabaraskaiuek
Surakara, 24 Ayustus 2023

FRAKSI PARTAI GOLKAR - P51
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAK
ROTA SURAKART A

Sekreraris

Sery

AGLUS NURYANTO, 5.1




PFIMFINAN DEWAN FERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINGL JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTa SURAKARTA
MNOMOR 237 TAHLN 2023

TENTANG
PERSETiMUAN BEESAMA
WALl KOTA BURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
ATAT RANCANOAN PERATURAN DAERAH HOTA SURARKARTA
TENTANG FENTELENGGARAAN FERIZINAN BERLISAHA
DITETAPEAN MERJADI PERATURAN DAERMH

FIMPTNAR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAHARTA,

Menimbang: #. bahwa penvelsngparaan pelayanan perizinsn berueaha

i Daerah menjadi insiruren dalem meningkatkan
eloonistem investasn dan kegistaty erusaba, pemgperak
perclonomian, penciptaan lapangan  kera  dan
peningkatan daya saing Daerah  s=hinggs pFuna
mtemberikan desar bukum penyelsnggeraan perifman
beruegha i decrah sccara  werintegrasi melabul
elektromik sexusi déngsan norma, standar, proaeduor, dan
krilena  yabg dicetaphan olch  Pemerintsh, periu
ditetapkan Fetatutan Daerah;

b. babwa Panitia Ehusus Dewan Porwakilan Ralorsat
Darrah Kota Swreaksrta  tclah menyslesaikan
prmbabaxan Rancangan Perabwan Dasrah  Hota
Burakarta tentang  Penyelenggaraan  Perminan
Berusaha;

¢, bahwa gesual Pagad 11 ayat (4] huruf a Pergruran Dewan
Pervrpkilan Rakyat Dacrah Kota Surskarte Momor 1
Tahun 2020 tentate Teta Tertib Dewsn Perwakilan
Rakynt Daerah Kota Surakarts scbhegaimana t(elah
diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Relorat
Dacrah Kota Surakaria Nomor 1 Tahun 202 ] wentang
Ferubahen atas Perafuran Dewsn Prrwalilan Ralorsl



Mengingat:

Dacrah Eota Surakarta Nomor 1 Tabun 2020 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Relgat Déeroh Kote
Surakarts menyvelakan bahwa Pembicaraan tingkat I
melipuli  kegiatan peagamnbilan keputusan  yang
didahului penyampaian laporan ysng berisi proses
pembahasan, pendapel  [sksi  dan  pecmintaan
persstujuan duri anggots secars, lisan oleh pimginm /
rapat parpuna serta pendapat akhir Wali Kota; 5

. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagalmerd

dimaksud dalam hurmal a, haraf b dan heraf e \meka
perlu menetapken  Keputusan  Pewan Pergaldilian
Rakyat Daerah tcntang Persctujuan Bersama Wali Kota
Surakaris dan Dewuan Perwakdlan Ralgyat ‘Dasrah Kola
Suraksrta atas Rancangan PoraodfanwOazrah Kota
Surakerta  tentang  Penyelenggaraan Peririnan
Beruseha; & P &

_ Undang-Undang Nomor 16, Tahun 1950 tentang

Pembentukan Dacrah-Bmerah Eota Besar  dalam
Lingkungan Previnsi Djas= Tirur, Diawa Tengah, Diawa
Barat dan Daeroh Jatimews Jogjakaria {Berita Negara
Republik Indoaeaja Tahun 1950 Nomor 45) sebageimana
telah diubah dengan/Undang-Undang Nomar 13 Tahun
1954 tentzng PEnpubahan Undang-Undang NE 16 dan
17 Tahuo 1950 {Republik Indooesia Dahuly] tentang
Pemirrilukan Kota-Eota Besar dan Kota-Koia Heol di
Jaws, ;

. YUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang

Femerintehan Deerah  (Lembaran Negara Republik

/Indonesda Tehun 2014 Nomor 244, Tambshan

Lembaran Megars Republik [doncaia Nemer S587)
scbagatmana  1elah diubah beberapa kali terakhir
depgan Undang-Undang Nemor & tuhun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Peraerintah Peoggant Undeng-
undang Momor 2 tabun 2022 tentang Cipta kerja
menjadi Undang-Undeng {Lembamn Megata Republik
Indonesma Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indanesia Nomor 63550,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 teruatg Provinsi

Jawa Tengan [Lembaran Negara Republik Indoncsia

Tahun 2021 Bomor 58, Tambahen lembararn Negara
Republik Indanesia Nomor G367,



Memperhatikan:

Mepetapkan
KESATU

KEDLA

KETIOA

4, Peraturen Pemerintah Nomor 12 Tahan 2018 tenlang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwalalan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan hota
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6197

5. Poruturan Dewan Perwekilan Rakyat Dagrah Reta
Surakatta Mamor 1 Tahun 2020 tentang Tata Terbb
Drwan Perwakilan Kakyst Decrah Kota Surakartd
sebagsimana telah diubah dengan Peraturad Pewan
Perwakilan Rakyst Daernh Kota Suraksgial Namor 1
Tahun 2021 tentang Perubahan atas PealUgan*Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Eota Surskarts Nomor |
Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan’ Perwalilan
Rakyat Pacrah Kota Surakarta;

1. Rapat Badan Musyawarah Dewen Ferwalkdlan Rakoyal
Caerah Kota Surakarta tanggal 20 Agusias 2023

9. RFapat Paripuirn Dewan Ferwakilan Rekyal [taerah Kota
Surskarta pada tanggal 29 Agustus 2023,

MEMUTUSKAN:

Prrsctujuan Bersame Wali Kota Surekarls dan Dewan
Perwalkdlan Rakyat Deerah Kote Burakarts atas Rencanimn
Paratiran Daerah Kota Surakarta lenlang Penyelenggaraan
Peritingn Berusaha,

Menyam paikcarn Heputusan imi kepada Wali Eota
Svrakarts ank ditindaklanjuti sesval dengan  Peratucan
Perundang — undangan yang berlaku,

Kepuniean ini berlaku pada tanggal dikctaphan.

Citetapkan di Surskarta
pada tanggal 29 Agusius 2023

KETUA DFWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
rfa._; KOTA SURAKARTA,
= |
e A
o

T BT BRASETYO




BERITA ACARA

NOMOR
NOMOR

T HEBER2023
: Ob.02 D3 TRTR202)

FERSETU.IUAN BERTAMA

WAL | KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

TENTAMG

RANCANGAN PERATRRAN CAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYELENGGARASN PERIZINAN BERLISARA

Fada han inl Ssiesa tanggal Dua Fuluh Sanblian bulan Aul.ﬁtmtﬂ'n.rrnuu Ribu D
Pubsh Tige, kami yang beranda engan & bawah ini

1.

GIERAN RAKABUMING RAKA -

BUD PRASETYD, §. Sos.

H. SUGENSZ RIVANTO, 5.6,

Cro, H. ASHMADGAPARL M. M.

Dre. TAUFNZURRAHMAMN

Wal Kot Suralata, dalam, haf ini hertindak
unhk dan s _pama Femenntah  Kota
Surakarts yang baralamat o Jakin Jorwleral
Sudiman (Nemer 2 Kote  Surakarta,
aalmjumya diseout 38bagai PIHAK KESATU.

: HmﬂnawaanﬂanRakﬁtDmmmh

Sumbkarta

1 Wakil Kalia Dewan Perwakitan Falorat Daerah

Kota Surakarta,

Wakll Kedua Dewran Parwakidan Rakyal Dasrah
Fola Surokarts

- Wakdl Ketua Dewan Perwakitan Rakyal Doesrgh

Fola Surakarta.

dalary hal Ink bardindak onbuk dan sias NEMA
Dewan  Parwakllan Rakyat Dasrsh  Kota
Hyrpktarta yang berslemat di Jalan Adi Sucipto
Momor 1438 Kot Swakera, salanpinys
diwabut sebagal PIHAK KEDUA,



iy atekcan balwas ;

1. PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU miah mémoshas dan Menystpl  Rancangan

mmmmmmmmdm
Rapenis wriampir.

2. HruKHEEATUdlpatmwﬁnhlnpwm hast pernbabsean dan pandanat Frakel
iima Rancacgan Parghurmn Caarah Hota Surekarta sentang Pelindungan Agtak
ebagaimar dral Repents fertampr,

3. PIRAK KESATU akan mehyampadan kepeda Gubsmar Jawa Tengah umhuk
wmmm-mnaﬂm}mnmmﬁmm
tangan ot Acar in_

Duﬂdmﬂuﬂ:ﬁmﬁdhutdmmmadandhmlm
mmmuaMmmtapz[M}mkmumuMnm
mvssdinyg,

Citwal di Surakarta

1. WALI KOTA SLURAKARTA 2 PMFINAN
Sataku DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAFRAM
PIHAK, KESATL - KOTASURAKARTA
S 3 ‘WL
PIHAK KEDLUA

KETUA

Vel

H SUGENG RIYANTO, 5.5,
WAKIL KETUA




Menimbang

RANCANGAN

PERATLRAN DAEREAH KOTA SURARKARETA

NOMOR
TENTANG

PERYELENGCGAREAAN PERIZINAN EERUSAHA

DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALT KOTA SURAKARTA,

bahwa uniuk mevwujudkan kescjahteraan masyarakal
di daerah, diperlukan penuipkatan ekosistem Investas
dan keglatan  berusaba  melalui  penyclenegaraan
perizinun  berusaha  vang berkualitas dan  dapat
dipertangeuny awabikan;

bahwa penyelcnggaraan pelayanan perizinan berusaha
di Daerah, memjadi instrumen dalam meningkatkan
ekosiztem lwestasl dan keglatan berusaba, peopeerals
perakearmnian, penciplaan lapangan kega dan
perningkatan Jdaya saing Daerah;

bafea untuk melaksanakan petivelenpearaan
porizinan berusaha di Kota Buralkacta sesua dengan
kctentuan peraluran perondeng-undangan perlu
adanya peraturan dacrah sesusl dengan KeTenlilan
Pasal 39 avat [1) Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Penzinan Borusaha di
Daeruh,

bahwa berdasarkan pertimbangan  schagaimana
dimalksnd dalam burof a, huraf b, dan hurud © perla
mettelaphkan Perataran Daerah entalng

Penvelenggaraan Perizinan Berusaha;



henpingal

Pasal 18 avat {6 Undang-Undang Dasar MNegama
Fepniblik Indonesia Tahun 1943,

Undung-Undeng Nomor 16 Tahun 1950 tontang
Fembentukan  Dasrab-Dastsh Kots  Besar  dalam
Lingkunpgan Provinst -Jawa Tioour, Jaws Tengab, Jowa
Barat dan Daerah Islimevwa Yoprvakaria (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun 1950 Nomor  45)
schagaimana divbah dengan Undang-Undang Momor
13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang
MR 15 dan 17 Tahun 19530 (Republik Indonesia Bakalo)
tenlang Pembentukan Eota-Kota Besar dam Kota-Kota
Kecil di Jaws;

Undang-Undang WNWomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemermtahan Daerah (Lembarans, Nogera  Republik
Indonesia Tabhun 2014 / Nomer 249, Tambahan
Lembaran MNegara Reopublikeldndonesia Nomor S5E87)
gehpagaimana telah, diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 20273 whtang
Penetapan Peraiurafn Pemerintalhh Penggantl Undang-
Undang Nemor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi \Undang-Undang {Lembaran Nepars Repuabilik
IndonesiaTahun €023 Nomer 41, Tambahan Lembaran
Mcgara Eepublik Indonesia Nomor B3324];
Undang-Undang Normor 11 Tabhun 20237 tentang
Priwingt Jawa Tengah [Lemberan Mepara Repoblik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 68587,

Denpan Peraptujuan Bersama

DEWAN PEEWARILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURBARARTA

Menetapakan :

dan
WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTLUSEAM:

FEFEATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
FERIZINAN GERUSALIA



BAE 1
KETENTUAMN UTMTIE

Faszal _

Dalam Peraturan Daerah inl yang dimaksud denpan;

1.
2.

]

Daerah adalah Kota Surakarta.

Pernetintoh Puszat adalab Presiden Repubhk Indoncsia
v rmemexang  keluvasaan  pemerintahan Nepara
Republik Indonesia yanp dibantu oleh Walal Presiden
dan menteri sebewaimana Jimaksud dalam Wndans-
Undang Dasar Negara Bepublik Indonesia Tabuan 1945,
Pemcnntah Dacrabh Provins: adalah Owybernur sebagas
unsur  penyelengsara  pemenmtahancy daerah vang
memimpin pelaksanaan uvrusan, pemerintaban yang
menjadl kewenanpan  dagrab Sotonom Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah.

FPemerinfahy Daerprh adalah Wali Kowa sebagail unsur
penyelenpgars Peotemititehan Daesrab vang merumpin
pelaksanaans, wpasan  pemeriniahan yang  menjadi
kcvwenangan datrah otonom.

Wall Koma adalah Wali kota Surakarta.

Perangkat Daeran adalab unsur pembantu Wali Kota
fdant  Dewan Perwakilan  Ralkyat  Daeraby  dalam
pEOyeElenpRraraan urisan pemerintahan yand roetjadi
kewenanenn Daesoah.

[inas Penonaman Modal den Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang selanjutnva disinglkar DPMITTS adalah
Dinag Penanatman Modal den Pelavanan Terpadu Batu
Fintu Kota Surakarts,

Felayanan Terpadu Satun Pintu yang selanjutnya
discbut DTS adalalhh pelayanan sccara erinbcgrasi
dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahepan
permchonan sampal  dengan Lahap  penvelessaian
produk pelayanan melalui satn pinto.

Perizinan  adalah  pemberian dekumen dan Lokl

legalitas persetvjuan dan pemnenntah kepada seseorang



|13

1l.

1.

13

14

16

17.

15.

atau Prlaku Usaha/kcmatan tertenly sesual dengan
kezerntuan peraturan perundang-undangs=n,
Notperizinan adalah pemberian dokumen atau bukil
lepalitas ztas sahnya sesuatu kepada scscorang d@lau
schelompok crang dalam kemudahan pelavanan dan
imformas: sesbal denpan Kelenluan peraturan
pervndang-undangan.

Perizinan Berusahn adelab legalitas vaong diberikan
kepada Pelaku Usaha unluk memulan dan rmenjalankan
usaha dan/atau keglatannya.

Perizinan HBerasaha Berbasiz Fisiko adalab, Pernziman
Lerusaba berdasackan tingkat risiko Kegiatan usaha
Pervelengraraan Perizinan Berusaha Berbas:s Kisiko
adalsh kegiaian perizinan berusaha di daerah yang
proses pengelolaannya  sefara elekconmib mualal dars
tahap pormohonan sampal defgan terbinya dolkamen
vanpg dilakukan secara terpadu dalam samn prining.
Mamer Induk Berusahawang selanjulnyva disingkal NIB
adalah buki registrasi/pcondaltaran Peolaku Usaha
waak melakukan legiatan usaha dan scbagal identitas
begl  Pelally Usaha dalam  pelaksanaan  kegiatan
Lzaharnya.

Eisilkio adelah polens terjadinya cedera atay kerupian
dan suaty babhava aran kambinagsy Remungkinan dan
akibat bahaya.

Pelaky Usaha adalab arang persecrangan aran hadan
usaha yang melakukan usaha dan/atau kepiatan pada
bidang tertentn.

Persctajuan Lingkunpan adalah keputusan kelayvakan
linglungan  hiduop atau  pernvataan  kesangpupan
pengelulaan linghungan hidep vang 1elah mendapaiban
persetujuan dan Femerintah Pusat atan Pomerintah
Daerah.

Persetujuan Bangunan Gedunp adalah perizinan yvang
diberikan kepuda pemilk bangunan pgedung untuk

membangan Earu, mengubah, mermperhias,



19.

20,

21.

24

23

24,

20

menguranei, den/atan merawat bangunan godung
sesual dengan standar eknis bangunan gedung.
Lembaga Penpclola dan Penyelenegara 085 selanjutnyva
digebut Lembaga (455 adalsh lembags pemerintah vang
menyvclengparakan  wrusan pemerintahan ditndang
koordinasi penanaman modal.

Sistetn Feriginon  Borasaha Teonnteprasi Secara
Elekirnmik Online Single Subnmission vang sclanjutnya
dizebul  Sistern O23  adalah =ztemn elektronmk
terinteprasi yang dikelola dun diselenggaraloan Goleh
Lembaga 55 untuk penyelenpgaraans, BPerizitaty
Berusialia Berbasis Risiko.

Usaha Mikro dan Keell yanp selanjulnyadisingkat UMK
adalah usaha mikre dan wusaha “kcoil schagaimana
ditnaksud  dalam Undapg-Undang tentang Lisaha
Mikro, Kecil, dan Menengah.

Usaha Mikro, kecily dan Menengah vang selamutnya
disingkat UME-M adalahl usaha mikro, usaha kecil, dan
usaha menengah = schagaimana dimaksud dalam
Undang-dndanp tecntenp Usaha Moo, Keeol, dan
Menengah.

FPombinaan adalah UpaETa sisicmatis dan
berkesinambungan untuk meningkatkan komitmen,
kesadaran hukum dan kinerja yaog lebih baik dalam
mclaksanakan kewajiban dan penntah dalam Penmnan
Beruzaha sesuai dengon standar teknis dan DPeraturan
Fernndang-undangan.

FPengawasan  adalah upaya uantuk memasiikarn
pelaksansan kegialan wusshda scsudl dengan Standar
Pelaksanaan Kegiatam Usaha yoang dilakukan
pendekatan berbasizs Riziko dan kewajiban vang harus
dhipenah oleh Pelaky Lsaha.

Aparatur Sipil Negara yang sclanjutnya disingkat 45N
adalah profesi bagl pegawa negen sipll dan pepasal
Femerintaliy Daerah dengan  perjanjian kerja yang

bekera pada ingtans Pemerintaly Dasrah,



24,

Masvatakal adualabh selurmah phak, bak wargs negars
malpun penchiduk sebapal orang-porscordngan,
kelompolk, maupun badan bulam vang berkedudukan
sebagal pencrimy manfaal pelayvanan puabidik, bk

seCard langsung maupun tidak lanesung,

Pasal 2

Pengaturan Perizinan Berusaha dalam Peraturan Daerah ini

dirnaksudkan sebagai pedoman bagl Pemerintah Daceahalan

pemangknl kepencingan dalam penvelengearaan pelaysnan
Penzinan Berusaha di Daerah.

(1

()

(3}

BAB 11
FELARKSANAAN PERIZINAN'BERIISAHA

Bagian Kesatu
Pepizinan Berusaha
Faragraf ]

LImuam

Masal 3

Fonveclengearaan Ferizinan  Berusaha di Dasrah

dilaksanakan otch Pomcrintah Daerah.

Wali Kow mendelegazikan kewenangan Pemerintah

Dacrah dalam penvelenggaraan Perzinan Bocrasaha di

Dacrah kepada Kepala DEFMPTSP.

Pendelegasian kewenangan aleb Wali Kota schagaimana

dimaksud pada avat [2) melipai;

. penyelenpgarasn Penzinan Bornusaha yang monjadi
kewenangan Pomernntah Daerah sesumy dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b.  penyelenpggaraan Perizinan Berusahs yang menjadi
kewepangan Pemenntah Pusat yang dilimpahkan
kepada Wah Kota berdasarkan  asas  tugas

pembanruan.



{4)

(1]

2]

{3}

(2

Ketentuan  lebih  lanjut mengenar  peodelegasian
kewenangan sebagammana cdimakeaud partda avat (2]

diatur dalam Peraturan Wal Kota,

Pazal 4
Unmik mermilai datn melakukan usaha Pelaku Usaha
wd]ib mumenyhi
4.  persydacalan desar Perizinan Berusaha, dan atan
b, Pcnzinan Berusaha Berbrasis Risibo.
Persyaratan dasar Periziman Berusahza sebapsimana
dimaltsud pada ayat [1] hurul a dilaksanakan sesua
denpgan  ketentuan  peraturan  perndndane-tindangan
mengenal Penyelenggaraon  Pepizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan peraturan pecdndang-uodangan di
biduang tdta ruang, lngkunpan hidup, dan bangunan
gedung,
Pelaku Usaha wyang Midak memenuhl  kewajnban
schagaimana dimaksudpada ayat (1), dikenakan sanksi
administratifberupa:
a. tegaran atau peringatan tertulis;
k. _paksaan Pemerincah Daeeraly;
Goo aderela admaormstratif;
d,/ pembekuaan Perizinan Berusahs, dan/atan
g. prcucabutan Porizinan Berusaha.
Ketentnan (ebih lanjut mengenal tata care PENgenaEn
sanksi adminisiralil sebpgaimana dimaksud pada ayat

[} dialur dalam Peraturan Wal Kora,

Paragral 2

Persyaratan Dasar Perizinan Berisaha

Pa=zal 5

Fersyaratan dasar Perizinan Berusaha  sehagaimana

dimaks=ud dalam Pasal 4 ayvat (1) arul o meliputi;

A

Ly

kesesadian kepalan pemanf-sman oang,

Persetwjuan Linglkungan; dan



c.  Perscogyuan Banpunan Gedung dan sertifikear lalk

fungsi.

Paragraf 3

Perizinon Bernsaha Berbasis Riako

Pazal &

{1] Perzman Berlsaha Berbasis Risiko  sebagaimana
dimaksud dalem Pasal 4 ayat (1) huraf b dilakuakan
berdasarkan penetapan lingkat Risiko dan paringkat
skala usaha kegiatan usaha melipull Ublk-M dan/ateu
usaha besar,

2} Penetapan tingkal Risike dan penngkal skala usaha
kepiatan usaha, sebagaimana dimaksud pads ayal [}
diklasifikasikan menjadi-

A.  Kegiatan usaha defgan tivigkat Fisiko rendakb;

h.  kegiaran nsahe dengan tingkat Kiziko menengah;
dan

c.  kepiatannsaha dengan tingkat Risiko tinggi.

(3 EKeglatanowasaha  dengan tingkat  Risiko menengals
sebagamana dimaksud pada ayat [2) hunaf b terbag
atass
a., tngkat Kisiko monengah rendah; dan
B. tingkat Eisike menengah tinggi.

1) Perizinan  Berusaha Berbasis  Risiken  dilakulkan
berdasarkan tinghkat cosiko terdin dan:

4. kegiatan usaha berisike rendah;
kegiatan usaha berisiko menengah rendah;
. kegiartan usaha herisilio menengah ringe; dan

ol kepialan tisaha bernisibio inee.

Pasal 7
Ferizinan Berusaha untuk kegiaran vsaha berisiko rendab
sehagaimana dimaksud dalam Pasal & avat (3 hoaral a
berupa pomberian NIB vang merupakan dentitas Pelaki
Usaha selalipus lepalitas pelakranaan kegislan berusaha,



{1]

(2

[3)

{4}

(1}

2]

(2]

Pasal 8
Perigzinan Berusaha wnituk Kegiatan wsaha bernisiko
mencngah rendabk sebagaimana dimaksud dalam Pasal
& avat (4 huruf b herups pemberian:
a. MNlH; dan
L. sertifikat standar,
Sertifikar standar schagaimang dimalksud pada ayat (1)
huraf b merupakan pernyvatasn Pelaka Usaha untok
memenuhi standar usaha dolam melakukan kegiaran
usaha vang diberikan melalui Sistem 085,
Ferizinan Berisaha sebagavnana dimaksud, pada ayat
(1 menjadi dasar bagd Pelaky Usaha vsatukaiclakukan
persiapan, operasional, dan/atau komersial keplatan
usaha.
Standar pelaksanaan  kegiatan, Osaha sebagaimana
dinaksud pada ayat (2) wajl diperuhi oleh Pelaku

Usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.

Pasal 9
ProzinaneDoetrusaha untuk keglatan uwsaha bensike
menengah tingp sebagaimana dimaksud dalam Pasal &
syat [4rheaf ¢ berupa pemberian:
- MTE; dan
k. sertilikat standar.
Sertifikat standar schapaimana dimaksud pada aval (1)
hural b merapakan sertilikat standar pelaksanaan
kepislan wsahz yang diterbitkan  oleh  Pemerintah
Dacrah berdasarkan hasil  venlikest  pemenuban
standar pelaksanaan keplatan usaha.
Selelah memperclel NIB sehagaimana dinaksud pada
aval [1} huruf &, Pelaku Usaha membuar perovataan
mclalui Sistem 055 untuvk memenuhi standar
pelakzsanaan kepiatan usaha dalam rangka melakukan
kegiatan wsahe dan kesangpupan untuk dilakulkan
verifihasl aleh Pemenintah Pusal ataug Pemerinteh

Dracrah sesual kewesnangan masing-mAasing,



4]

()

{E]

{7}

(L

(2]

Terhadap pernyaraon schagaimana dimaksud pada
avat [3}, Lembaga 033 menerbitkan scriifikat standar
vang belum terverifilcast,

Sertilkat standar vang belum terverifikazi schagaimana

dimaksud pada ayat (4) omenjedi dasar bagy Pelaku

L'saha uniuk melaknkan persiapan kegiatan vsaha.

MNIB schasmmana dimakoud pada ayat (1) huruaf a dan

scrtifikar standar vanyg telah rerveniikas sebapaimana

dinnaksud pada ayat [2) merupaksan Perzinan Berusaha
bagi Pelaku Usaha wyntuk melakukan  kesatan
pperasicnal danfatau komersial keglatan usaha,

Mralam hal Pelako Usaha:

g, tulak mempergleb sertifilar stafndar " sebaganmana
dimabksud parlla aval (2] sesaanjangka wakin yatp
diletapkan dalam nopma, standac, prosedure, dan
kritcria; dan

. berdasarkan hasl ‘Hengawasan, tidak melakukan
persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1
{satu) tabun sejak MNIB rerbit,

Lembaga-033 membatalkan sertifikat standar vang

belum, mrveriikas sebapaimana dimaksud pada ayat

(4}

Paszal 10
Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko
binpgl sebagaimana dimaksod dalam Pasal @ ayvar {d]
bund d berupa pembonan:
a.  HNIB; damn
b. [zin.
Dalam hal kegiatan wsaha berisiko nge memetlublan
pemenuhan  standar uasaba dan standar  preduk,
Femeriniah Dacrah menerbitkan  serrifikat  standar
uzaha dan sertifikat standar produl berdasarkan hasil
verilikasi pemenihan standar,
[zcin sebapmmana dimaksud pada ayar (1) huraf b
merupakan  persctujuan Pemerintalh  Pusat  ataa

Hernerintah Daerah untuk pelaksanean kegiatan usaha



(4]

3]

(E3]

(1)

(2]

(3

vang wajib dipenubil olch Peolaku Usaha sebelum
melaksanakan kegiatan usahanya.

Sebelum memperuleh izin sebagaimana dimalesud pada
ayat [2], Pelaky Usaha dapat menpggunalzan NIR antuk
porsiapan kegiatan usaha.,

MIE zebagmimana drnakysud pada ayat (1) buraf a dan
12in1 schapaimana dimaksuwd pada avat [2) merapakan
Perizinan Bernasaha  bagt Pelaka saha untok
melakulian keplatan opcrasional dan/atauw komersial
kegiatan usaha.

Dialam hal kegratan usaha dengan tingkat Mistko tingel
memerlukan pemenuhan standar Bsehavdan/aran
standar produk, Pocmenntah Pusat atan Pemenniah
Daerah 2R kowrenATIEan MASITIE-TNY ST
mcacrbitkan scrbifikar stendarswasaha dan sertifikat
standar  produk  bkerdasaskan  hasil  venfika=s

pemenuhan standas,

Pasal 11

Verihhka segemenihan standatrt sebagaimana dimalzed
dalam, Pasal % avat (2) dan Pasal |0 ayat (2) dilakukan
alehy Pemerintah Dasrah,

Dalam mcolaksanakan wverifikasi pemenuhan standar
gsebapaimana dimaksud pada ayat (1) Pemernncah
Dusrah dapat melibwatkan lembags wtau profes: ahli
yung bersertifilias) ataw lerakoedilasi.

Kelentuan mengenal verifikas) pemenuban slandar
sebagnimana dmaksud pada avat (1) dan ayvat (2) diatar

Jdalam Peraturan Wali Kaota.



Haragraf 4

Perzinan Berusaha Sektor dan Kemudahan Persyaratan

Investas

Pasal 12
Perizinan Beruasaha Scktor yvang disclenggerakan di Daerah
terdiri atas selitor:

a. keladlan dan perikanan;

T

pertanian;

lingkungan bdup dan kehutanan,

a o

porindustnan:
perdagangan;
pekeriasn umum dan perumaban ralgyat;

transportasl,

= T

kuvseharat, obat dan makanan;

[

pendidikan dan kebudayaans
porlwisg La; darn

[T

k. ketenagakerjaan.

Pasal 13
Dalam tangka  meningkatkan  ekosiscemn  investasi dan
Legiatanyborisaha pada sckior sebagnimans chmaksd
dalam/Paszel 12, kepada Pelaku Uzaha dibenikan kemudsahan
poTsvaratan investas: dan Perizinan Berusaha scsual dengan

kefentuan peraturan perundang-undangan.

Baman Kedua
Marnajemen Penyolenggaraann
Faragral 1

Lmum

Pasal 14
(1} DPMPTSFP dalam melakaanakan pelayanan PeriZinan

Berusaha menerapkan manaemen penyelengpsarasan

Perizvron Berusaha,



(<)

(1]

{2

(3]

{4

()

Manajcmeon  peonyelengearaatn  Perizinan  Berusaha
sebagaimana dimakswd pada ayat {1} meliput:

a. pelaksanasn polayanan;

h, pengelolaan pengaduan Masyarakat,
c. pengclolaan inlommasi;
d.  peovuluhan kepadas Masyaraleat,

o,  polaranan kensultas; dan

e

pendamping:an hakum.

Paragral 2

Felaksanaan Pclayanan

Pasal 15
Pelaksanaan pelavanan  Perizinan Berusaha oleh
CPMEPTSE schagaimana dimakstd dalam Pasal 14 ayat
(3] hural a s=sesua dengan kelenhlan  peraturan
perundang-undangan © /O moengenal Penyelenggparaan
Perizinan Berugahs Berbasis Bisike,
Peloksanaanm, pelayanan Perizinan Berusaha harus
mengpumakan CHisem Q553 yang  dikelels oleh
Pemerntab Pusat terhutung sejak Sistermn O55 berlaka
elekul sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mnengenal  Penvelengparman Perianman
Berusaha Berbasis Kisiko.
Pelaksanaan pelavanan Perizinan Brruszaha
sebapaimana dimaksud pada avat (2] dilengkapi dengan
layanan khusus berupa fasilitas bagi kelompol rontan,
lanjut usila, dan penyvandang disabilitas  dalam
mendapatkan jasa poayanan Perizinan Berasaha,
Pemerinitzh Draerah dapat mengembeangkan  sistem
pondukung pelaksanaan Sistem OS5 segua dengan
norma, standar, prosedur, dan kntena yane ditetapkan
Pernerintalh Pusat.
HSistern pendukung pelalsanaan Swsrem 053
schagamana dimaksud pada ayvat [4) digvnakan olch
DEMPTSF melalai siztem aplikasi berbasis teknelog)

inlaroasi.



[

(2]

(3]

(4

(1}

(2]

i3]

Pasal 15
Pelayanan Sistem (833 pada Perizinan Berusaha di
Daerah dilakukan sccara manditi oleh Pelako Usaha.
Pelayaran secara mandici sebagaimana dimaksud paila
ayvat {1} dilalukan dengan peranghat/famlitas sendir
atal dapat disediakan aleh DFMFTSF.
Dulam hel pelayanan Sistern 088 pada Penzinen
Berusaha belam dapat dilak=anakan sccara mamdin,
OPMPTSF melakulkan:
a. pelavanan berbantuan; danfataan
k. pelavanan bergerak,
Pelayanan berbantuan schagaimans dimaksnd pada
avat (3] hurof a dilakuksn soearg nderaktif antara
DPMPTEF dan Pelalou Usaha.
Pelayanan bergeral: sebapaimana dimaksud pada ayar
(3 heorul b dilakukan dengan mendckatkan
keterjangkauan  pelayanan  kepada  Pelaku  Usaha
dengan menggbpakin sarana transportasl atau sarana

lammnya,

Pasal 17
FPelayanan berbantuan schagaimana timmakesud dalaom
Pasal 16& ayat {3} huruf a juga dilakukan apabila
pelavanan Sistem 055!
a. belum lersedia; atau
b. terjadi ganpgguan tzknis,
Dalam  hal  diperlukan pelavanan berbanrtuan
gebapaimana dimaksud pada ayat (1), DFMPTSP
berkoordinasi dengan kementerian/Lembaga 055 agar
pelayanan trrap herlangsung,
Calam hal pelayanan Sistem OS58 belum  terscdia
sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) huarad  a,

pelayanan berbanluan dilakukan dengan tabapan:



(4]

{1}

(2]

13)

(1

a.  Pelaka Usaha dapat mengajukan permohonan
Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas
DPMPTSF,

b, petugas DPMPTEP menghubungkan perizinan
luring schagaimana dimeksud pada hural a ke
dalam sistem #lekironik pada DEMPTSE wrdekat;
dan

c.  persetgjuan alau petwlakan diterbitkannya
dokumen DPerizinan  Berusabe  diinformasikan
kepada Pelaku Usaha melalui sarana koolnikas:,

Pelayansan perbantuan dalam hal terjadinya, gangaaan

teknis pelayvanan Sistermn 085 schagdimanacdimaksiil

pada ayat [1} huraf b, diatur dalamg Peraturan Wali

Kota.

Pasal 18

Pelaksansan  pelayanan » Perizinan  Berusaha  oleh
TIPMPTSP sebapaimana’dimabksud dalam Pasal 14 ayat
(2} hurul a tidak dipungot biaya

Perizinan Berusahs tertentu pada DPMPTSP dikenakian
retribum, dasrah sesuai denpan Ketentuan peraturan
peruadarp-undangan.

DPMPTSP tidak dibehani latper penerimaan retribusi

gaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2],

Paragraf 3

Pengelalaan Penpaduan Masvarakat

Pasal 14

Fengeliladan  pengaduan Wasyarakat  sehagaimana
dimaksud dalam Paszal 14 avat [2] hurad b dilakukan
EECAra!

ceparl;

tcpak;
c. transparan,
ad.  adal;

e, hidak diskomimatif, dan



2]

(3]

{4]

(1]

(]

I, tdak dipurgut biaya.

Penpelolaun  pengadusn Masvarakat  scbapsitnana

dimaksud pada ayat 11) dilaksanakan dengan tahapan:

a, fenerima dan memberikan thnda terimsa;

b, memeriksa kelengkapan dokumen;

¢.  tengklasifikasi dun memprioritaskan
penyelesaian;

d. enelaah dan menanggapi;

e, menatausahakan;
.  menjawaly penpaduan Masyarakat;
g, melaposkan hasil;
h. memantau dan menpswalilasi; dah

i. menyalurkan pengadiian Yabtig bukan
kewencngannyva kepada penyelenpgpara laan yang
b rwe nang.

Dursal wakm pengelolaan opengaduan  sebapaimana

dimaksud pada agat’ [1» sesual dengan  kelentuan

pcraturan perunddng-Undangan.

Pelaksanaam, pengelolsen penpaduan Masvarakal

scbagaimana Jmaksud pada ayar {1]  termitcgras:

derrgan ‘kementerian lembapa dan Perangkat Dacrah

melalai 8istcm OES,

Pasal 20
DPFMFTSE menyediakan sarana  pengaduan antux
mengelela senpaduan Masyarakat terkal polayvanan
Perizinan Berusaha.
Sarana pengaduan sebagaimana dimabksud pada ayvat
(1) harus mudab  diakeses dan  diyjangkau  cleh
Masvarakat denpan mengupavakan pensglngan

teknclegi informas dan komunikast,



(1]

(2]

(1)

(]

{3

(4]

{:5)

Paragral 4

Pengelclaan Informasi

Pasal 21
Pengelolaan informas! scbagaimanes dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (2] hural o, dilakukan secara rerlyaka dan
mudah diakscs olch Masyarakat.
Pelaksanaan pengelolaan mformawx  sebagamana
dirnaksud pada avat (1), paling =cdikit:
a. menerima permintaan layanan miermasi; dan
b, menvediakan dan memberikan informas, torkait

layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 22

Penyediaan dan pomberian indermasi sebagaimana
dirmaksud delarm Pasal 21 apat {2} hunal b dilakulkan
tnelal subsistern pelavasan infornasi Sislem OS85,
Selain pelayanan nfofmast sebagaimana dimaksud
pracla ayvat (19 DPMPTSP menyediakan dan memberikan
informe sepaling sedilot memuoat ¢
a.  _profl kglembmpaan Perangkat Deerab;
b, Sstandzr pelayanan Pendinan Berusaha di Daerab,

dan
£ penilaan kinerja PTSP.
Layanan informasi sehagaimena dimaksud pada ayat
1) dilakukan melalul media elektronik danf atao oedia
cetak.
Menyediaan  dan pemberian  inlormasi kepada
Masyarakat tidalc dipungut biava.
Pelaksanasn pembenan imformasi dilaksanakan sesusl

dengan ketentuan peraturan peruandang-undangan,



(1]

{2}

(3

(1)

(2]

Paragtal 5

Penyuluhan Kepada Masyarakat

Fazal 23

Penvuluhan  kepada — Masvarakmt seluapaimana

dimalksud dalam Pasal 14 ayat (2 harf d, melipuli:

a. hak dan kewapban Pemerintah Dacrah dan
Masyvarakat ethadap pelayanan Perizinan
Berusahs;

b.  manfaai Perizinan Berusaha bag Masyacakag

c. persyaratan dan mekanisme layanas, Berzinan
Eerusaha;

d.  w=alkiudan tempat pelayanan; dan

e, tingkat Risiko kepgiatan usaha,

Penyelenggaraan penyuluhan \kepada Masyarakat

dilakukan melaloi:

A, media elekironik,

b. media cetak: dag fmta

C. perlemuan.,

Polak=anaan ponvoluhan schagaimana dimaksud pada

avat [Ih dan awyat [2) dilakukan oleh DPMPTSP

berkoardinasi dengan Perangkat Daerah telinis secara

poricddilk.

Faragral &

Pelayanan Kaonsultasi

Pazal 24

Frlayaman konsultasi scbasaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2] hurna e, paling sedikit:

a. konspltazi tekois jenis layanan Periginan

Berusabhs;

b.  konsuoltasi aspek hukum Periznan Berusaha; dan
oo pendampengan tekmis

Felayaman konsullas: sebapaimana dimaksad pada ayal

(1} dilakukan di ruanpg konsultas) yang discdimkan



{3

(1)

(2]

(L

=

ey

danfatau danng scsual dengan Ketentuan poraturan
perundang-undangan.

Lavanan konsultasi schagaimana dimaksud pada avat
{1] dilalukan oleh DPMPTSP berkoordinas: dengan

Perangkar Dasrah teknis secara intcraktf,

Paragral 7
Pendampingan Hokum

Fazal 23

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam
Paszal 14 ayar (2} huraf | dilakukan dalam hal terdapat
permnaszalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan
Perizinan yang melibatkan BEMPLSE.

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat [1} dilzkukan oleh *Perangkat Dacrah wvang
membidang hnkaaem,

Bagian Ketiga

Sarana dan Frasarans

Hasal 26
Penyelengparaan Peoizinan Berusaha pada DPMEPTSE
harus dilenekap dengan sarans dan prasarana sesuai
standar pelayanan,
Barana dan prasarana scbopaimana dimaksud pada
ayat (1] paling sedilot:
. kantor Jdepan;
b, ksantor belalang;
. ruang peadukung; dan
d. alat/fazilitas penduliung.
Aardand chan prazarana univk penyelenpgartaan
pclayanan scocara clektronik, paling scdikat:
a.  lkonelosl internet:
I, pusat data dan server aplikasi,
¢ felepon pintar; dan



[H

{1}

(2]

(2]

d.  =siztetn  keamanan  tcknoologt  informasi dan
komunikasi.

Fuaat data dan server aplikast sebagaumnana dimalkosud

pada ayat (3] hurul b dapat berbagi pakal dengan

Pemernintah Pusat dan/atay pemerintah daerah lain

zesual  dengan ketentuan perafuran perundang.

undangan,

Bapian Kecmpat

Sumber Dayva Manusia Aparatar

Pasal 27

Penyelenpgaraan Persiman Bervusaha pada DEMEFTER
harus didukung oleh ASN vang mecupakan pelaksana
tugas dan fungsi pelayanan Periginan Herusabs yang
dJisechakan  secara  proporsienal untuk mendukung
kinerja NDPMPTSP.

Dralam rangka meninogkatkan kaalitas, jangkauan, dan
akses yang lehin duas kepada Masyarskat, DIPMPTSFP
dapar mendayapunakan ASN di kecamarcan, kelurahan,

atawperangkal kelurahan,

Masal 22

ASN wvang dirugaskan pada DPMPPTS scbapaimana
dimakzsugd dalam Pazal 27 avat (1) harus memenubis
standar kualifikast dan kompetens: vang diterapkan
gesual  dengan  ketentuan  peraturan perandang-
uncdangatt,

Kompeicnst ASN schagaimana dimaksud pada avat (1)
dapat ditingkatlkan melalui pengembangan Rompetensi
vang dilakukan sesual dengan ketenluan perdturan

perundang undanga.



(1)

(2]

(3]

i

(5]

Bagian Kclima
Tata Hubungan Kerja

Pasal 24
DPMPTSP  dalem  melaksanakan  tugas  meroiliki
hubungan keqa yang meliputs:
a. hubungan kerja DPMPTSP denpgan Lembaga 55,
dan
b,  hubungan kega DPFVPTSRP dengan  Peramgloat
Dracrah, tcrmasuk kecamaran dan kelurahan:
Hubunpan Lkerja DPMPTSP denpan Lembags O35
sebapaimana  dimaksud  pada  ayat, [1ivhuraf a,
dilakulan  secara Mngsiohal dalamymelaksanakan
Fernwinan Bermisaha di Daerah.
Hubunean kerna DPFMPTEP dengan Perangkat Daerab
sebagaimana dimaksud padaasat (1) haral b dilakokan
SCCATA fungsional dan koordinan] dalain
penyelenpgaraan Pengiran Berusaha di Daserah.
Hubungan kerga, stcara fungsional dan keordinatil
sebagannana dimaksud pada ayat (2] mecliputn:
a. pelaksanaan Perizinan Berussha scsual dengan
kewenangan masing-masing,
ks werililcazi Perizinan Berasaha;
&, monitoring dan evaluasi dalam rangka
Pengawasan Penzinan Berdsaha;
d. fasilitasi penyclesalan  pormasalalian Perizinan
Berusaha; doan
. SiOeTpl program duan kepialan PerinEn Bermsaha.
Sclzin hubungen kora schagaimana dimalksud pada
ayat (4], hubungan kerja DFMFISP dengan Perangkat
Daerah dilakukan dalam rangka pemberian duloangan
Ferizinan Berussha i wilayah  kecamatan  dan

kelurahan.



(1]

]

(4]

(4]

{1}

Dagian Keenam

Kemudahan Perizinan Berusaha Uniak UME

Pagal 20
UME diberiltan kemudahsn Perizinan Berusaha melalha
perizinan tanggal.
Kriterie UMK sebagaimana dimaksud pada avat (1)
menpikuli ketenluan poersluran perundane-uodaagan
IMCTIRC N A] kermudahan, pelindungan, dan
pemberdavasan koperasi dan UME-M.
Dalam hal kegiatan ussha yang dilaknkan«olch UMK
sebagaimana dimakswd pada avat (1)wnemilikn Fisiko
rendah, pelakn UME mendapatlean NIB melalui Sistem
0535, sebagai identitas danlegalitas wsaha.
NIB sehageimana dimaksud’ pada avat (3] unnlk
kegialan usasha deopan wingkat Fisiko rondash vang
dilakukan oleh UME, berlaku juga sebagan:
a. Staodar Nazmonal Indonesia (8NL) schogaimana
dimaksud dalam peratoran perundang-undangan
di bidang standardisasi Jdan penilaiar kesesuaian:
denyatau
b/ pernyatean jaminan halal scbagaimana dimaksad
dalam perafuran perundang-undangan di bidang

Janunan produls halal,

Bagian Ketujuh

Pencalhwtan MNIB

Pasal 31
Pencabutan MNIB oleh Lembapa Q55 dilaksanakan
dalam hal.
a. ['clzku Usaha mclakukan kegatan uwsaha yane
tidak sesuai dengan MIE;
k. Pelaku Usaha melaltukan pelangearan ketentlan
peraluran perundang-undangan lerkail Perizinan

Berusaha,



(2]

(2

(4]

{3]

(&)

(7]

c. diselgjuinya permohenan  Pelaka Usaha  atas
pencabutan NIE;
d. badan usaha Lbubar; atau
berdasarkan putnsan pengadilan VETLR
herkekuatan hulkum ielap.
Pencabutan MIB dalam hal Pelaku Usaba melakukan
kegialan wsaha yang tidak sesuai dengan NIB dan
Pencabutan MIB dalam hal Pelaku Usaha melakulkan
pelanggaran  ketentusn  peraturan perundang-
undangan terkait Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud pada avat (3] hunal a dan horu! bedidasarkan
pada pcrmchonan pencabutan DFMETSMatas hasil
pemeriksasn kemudian (post-sudit) melalui notilikas
kepada Lembaga OS5S.
Haszil pemerksaan schagaimanawlimalsed pada ayat
[} merupakan hasil pelakssfaan pengpwasan oleh
DPMPTSEP terhadap pelak usaha,
Niseljuinya | peffwhénan Pelaku  Usahw alas
pencabiitan WIB sebagaimana dimaksud pada ayal ()
hurul o gilakukan aleh Lembapa G55,
Pormoahansn pencabutan NIE dalam hal badan usaha
bubar fcbagaimana dimaksud pada ayat [2) huna d
dilalukan olch lkuidator melalul notifikasi kepada
Lembaga OS85,
Fencabutan MB berdasarkan purasan pengadilan yvang
Eerkekuatan hulkum tetup sebagaimanz dimaksod
pada ayat {2] buruf o dilakukan oleh Lembupa 055
berdasarkan surat/kctcrangan finformasy tertulis dan
aparar penegak hulum atau lembaga peradilan.
Atas notifikosi schapaimana dimaksud pada avat [3)
dan ayat (3] atan suratfkelemangan fmformas recfiag
sebagaimana dirmaksud pada ayar {6}, Lembaga OS85

menerhitkan keputusan sencabuatan NIB.



-]

2]

3]

(4

BAR ITI
HIKUNGAN REFUORMASI KEBLJAKAN PERIZINAN
BERUSAHA BEREBASIS RISIED

Fazal 42
Pemerintah Dacrah mendukung pelaksanaan relormas
kebijakan Prozinan Berusaha Berbasis Fisiko,
Dukungan scbagaimana  dimaksud pada avat (1)
dilalakan dengan cars:
4. tmemberikan masukan {erkait Penvelengzaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan/atan
b, menyediakan data dan/atau infurmasi
Fenyelengparaan Perizinan Bepagaha Berbasis
Fisiko,
DPMEISF berkoordinasi #flengan Perangkat Dacrah
vanp berwenanp memberkanetekomendas: penecbitan
Perizinan Berosaha amtuk melaksanakan ketentuon
sebapaimana dimaksud'psda ayat (2],
Ketenruan Slekbh - lanjut mengenal dububgan
schapaimema Jimaksud pada ayat (2] dan (3] diatar

dalam Peraturan Wali Eora.

BAE IV

PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZIMAN PERUISAHA

{1}

(2}

(3

Pasal 3.3
DPLPTEP menyvampaikan laporan penyclengparaan
Perizinan  Berusahe lkepada Wali Kotz  melalud
Sekretluris Dasrah.
Wali Kotd menyampaikan laporan penyelanggaraEn
Perizinan Berusaha i Daesrabh kepada huberour
Frovinsi .Jawa Tengah sesom dengan kelenluan
petatiran perundang-undanpgan.
Laporan sebapaimand dimsksoad pada ayat (1) paling
scdikit menat:
a. jumlah perizinan vang diterbitkan;

b realisast mvestast; dan



¢,  kendala dan solus,

(4] Lzporan  sebapaimana dimaksud pada  ayat [l
dilabrukan secara berkala setiap J (tiga] bulan.

(3] Laporan sebagaimana dimaksud  pada ayat (3
digunakan sebwgal bahan evaluasi dan Pembinaan
untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP.

[ Ketcntuan lebib lanjut mengenal bentuk dan tata cara
pelaporan penyelengparaan  Perizinan Hetusaha
schapaimana dimaksud pada avat {1} diatur dalam

Peraturan Wali Kaota.

BAB Y
FEMBINAAN AN PENGAWAZAN

FPasali3qg
Pembinaan dan Pengawasan terbédap Peranghkat Dacrah
vang melaksanalkan pengclengparaan Perizinan Berusaha di

Daerah dilakukan olehWall"Kota,

EaB VI
PENDANAAN

Pasal 35
Pendanaan penyelenggarsun Perizinan Berusaha di Daerah
dibebenkan pada:
4. anEearsn pendapatan dan belangs daerah; dan
b,  sumber lain vang sah dan tidak mengikat scsual dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SINERGITAS

Pasal 3é&
(1} DFPMPTEP dalam rangka pelayanan penzinan dapar
menjalin sinergitas dengan:

A, Pemennitah Pusaft,



L. Pemerintah Dacrah Provings, dan
c.  phak lain,
(23 Sinergitas sebapaimana  dimaksud pada  ayvat (1)
meliputi:
g, [asilirasi penyvelcsaian permasalahan Perizinan
Beryseha: dan

b,  smergl progeaim dan kegiatan Penzinan Derasaha.

BAR VI
KETENTUAN LATN-LATN

Pasal 37
Sclain menyelenggarakan Perizinan Berusaha, DPWMPTSP
Juega menyvelengparakan  pelayanan NODpSOZn&Ean  vang
menjadi kewenangan Pemeriolabeacrah sesual dengan

ketentuan peraturan perundeng-tmdangan.

BAE [X
KETENTUAN PENUTUE

Pasal 34
Peraturan pelaksanaan sebagal pedatnean penyelenggaraan
Perizcipon Bocrusaha, di Daerah yang ada sebelun Peraturat
Daerah ini diundangksn dinyalahan masih tetap berlako
sepanjang tidak bertentangan denpan helentian Peraturac

Thaerab atui.

Prasal 3%
Peraturan pelaksanasni dar Peraturan Daerah ind dilelapkan
paling lama 1 [sara] tahun scjak Peraturan Dacrabh

dinindanekan.

Pagal 40
Peraturan  Daerah e omualai berlalu pada tacggal
diundangkan,



Agar sctap orang mengetahuinya, memernntahkan
pengundangan Peralucan Caerah i dengan

pepempatannya dalam Lembaran Dacrah Ko Surakare,

Ditetapkan di Burakarta
pada anggal
WALL KOTA SURAKARTA,
GIBRAN RAKABUMING R.am‘_‘rk‘
Diundangkan di Surakarls
pada tanggal
SEXKRETARIE DAERAH KOTA SUEAKARTA,
ARYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ... NOMOR

NOREG PERATURAN DABRAH KATA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TEN(GAH
/]



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
FERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMAOR
TENTANG
FENYELENGGARAAN PERIZINAN BEEUEAHA

1. LUMUM
LUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintabiantDacrab
sebapaimana telah dinbah beberapa kall terakhir dengan Undaagslndang
MWenye 3 Tahun 2023 wentane Penetapan Peraturan PemermtahoPengpant
Undanp-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tencang Cipta Kerja Menjadi Undang-
[Indang 1elab menegaskan kewenangan dalem melaksanakan Penzinan dan
MNonperizinan secata terpadu 1 {satn) pintu di bidagg genanaman maodal dan
PTSP yang menjadi kewenanpan Pemerintah Daciah, Kewenangan tersebuc
termaszuk schagai hagian dam urusan pemerintahan bidang penpanaman
madal dan PTSP. Dengan diterbitkanngasmdangz-lUndang Momor & Tahun
20123 entung Penetapan Peraturan Pemenntah Penggzanly Undang-Lndang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjla Menjadl Undang-Undang,
memberikan penpaturan _bary bahwa perizinan beruszaha m dilakukan
dengan:
4. herbasis risiko;
b. nornma, staddar, prosedur, dan kriteria vang ditetapkan Pemerimtah
Iusat dan sesida) dengan Ketentuan perundang-undangan;
£. menggunakan siatem Perizinan Berusaha secara elektronik vang dikelola
Pegnerititah Pusat; dan
d. Umemnberikan peluang bagi Pemerintah Dacrah untuk mengembangkan
gistemn pendukune pelaksanaan Sistem (55 sesual dengan Ketentuan
perundang-undangan.
Feraruran Pemerintah Nomor & Tahun 2021 tentang Pensinan Berusaha o
Dacrah, sebagal regulasi tarunan dan Undang-Undang Cipta Kerja, menjade
dasar dalam penyelenggeraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan
Pemerintah lersebul menegaskan bohwa Wali Kota menctepkan Peraturan
Daerah dalam rangks penyelenpgaraan Perizinan Berusaha o Daerah. Selam
itu, penvelenggaraan [Perizinan Berusaha di Dacrah disclenggarakan olol

Puranpgkat Dasrah yvang menyelenpgoaralian urusan pemerintahan di wdang



peoanaman mwodal dan FTSP. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
ini juga tidak terlepas darn keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2021 tentang Perizinan Berusaha BGerbasis Fisike vang membenkan dasar
Julam Penvelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Kisiko.

Berdasarkan uralan terscbut diatas, maka Pemerintah Kota Surakarta
memandang perlu adanya pengaturan mengena penyelengraraan Perizinan
Berusazha  dalam bentuk  Peraturan Dacrah  tenlang  Peoyelenggaraan
Perizinan Berusaha. Peraturan Daerah im dimaksudkan sebagan pedoman
bagi Permerintah Daerah dan pemangka kepentingan dalam penyelenpggaraan
pelavanan Perizinan Berusaha di Daerah. Sedangkan tujuannyad adal=h
uniuk meningkatkan ckosistem investasi dan kegiatan berusahagmelalur:

a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha melalul 355 secara lcbih
efekiif dan scderhana; dan

b Fengawasan  legiatan usaha  vang  traospeean,  dan dapat
dipertangpungawabkan sesual dengan ketoituanwperaluean pecandatig-
undangHn,

Ruong lingkup pengaturan alam Peraturan Daerah ing melipur:

a. pelaksanazn Pereainan Bernsaha,

b. dukungan reformasi kehijakan PeriZifian Berusaha berbasis Fisiko

. pelaporan penyclenggaraan Perizinan Berusabe,

i,  Permbinaan dan Pengogyasan;

e, pendanaan; dan

1.  Siner@ras.

II. PASAL FER PasAl

Pasal T
Clkun jelas.
Pasal.2
Cukup jelas.
FPasal 3
Culmap jelas.
Pasal 4
Culoap jelas.
Fasial &
Culp jelas,
FPasal &

Cukup jelas.



Pasal 7

Pasal 2

Framal O

Culkuap jelas.

Cukup jclas.

Culkup jelas.

Fazal 10

Poszal 11

Pagal 12

FPasal 13

Frasal 14

Fasal 15

Fazal 16

Pazal 17

Paxal 18

Cukup jelas.

Cubup jelas

Cukup jclas.

Culup jelas.

Culkup jelas,

Cukup jelas,

Cubup jelas.
Cukup jelas.

Ay 4]
Cubkup jelas

Ayt {2
Jenis retribus] Perizinan Berusaha tertenty melipaafi:
a. retribusi Persenairan Bangunan Gedung;
L, pengainaan tenapa kerja asing,
Yang dimakzud dengan  "peraturan perundang-
undanzan" sdalah peraluran perundang-undanogan
rnetigeral pajak daerah dan retibusi daerah dalam
rangks  mendokung  kemuadashan berusaha dan
layanan dasrah.

Aval [3)

Cukup jelas.



Pagal 1143

Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Fazal 21
Cukup jelas.
FPazal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Culup jclas.
Pasal 24
Culkkup jelas.
Pasal 25
Yang dimaksud dengan “pondampimgsn hukam®  adalab
penanganan  perkara  baik  lilgasl maupun non  litipas
ponvelenpearaan pelavanan Permzinan/Berasaha
Pasal 26
Avat (1]
Cukup jelas.
Ayt {2
Hurufa

Kantor depan paling sedilkat lerdin atas loker
penerirnaan, lzbect ponyerahan, lokct
pembayaran, roang/tempat layanan iniormasi,
mang/tempat lavanan pengaduan, dan ruang
layanan konsnltase.

Huruf b
Kuanlor belakanyg paling sedikit terdicd atas mang
rapat dan Tuang pemTosss:En.

Huruf c
Muang pendukung paling sedilit cerdiri aras
FUATLE TungEll., tlang laktasi, fniang penyandang
dizabalitas dan lanjut wusia, ruang arsip dan
perpustakaan, tempat tbadah, tempat parkr,
dan toilet.



Pasal 27

Pazal 28

Paszal 220

Avat [3)

Avat 1)

Hurat d

Alatffasilitas pendulung paling sedikic terdiri
atas serapam pelayanan, formulir, ielepon,
mesin falksimili, perangkar komputer, printer,
alat pemindal {scarnner), mesin antrian, alar
pergulur kepuasan layvanan, kotak pengaduan,
mesin lotokopl, kamera pengawsas, koneksl
inlernel, laman / sitas web, surat slekoonik, alat
ponvedia daya listrik atau wninieruptible polver
supply, alal pemadam kebakaran, pendingin
riangan, televisi, brosye, banner, dag peiunjuk
arah lolias

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Avat (1]

Avdat (2]

Ayal [3)

Avyat (4]

Caukup jelas,

Culup j2las.

Yang dimaksud dengan hubungan kerja DPMPTSF
denpan Perangkat Daersh yane dilakukan  secara
fingsional dan koordinatif adalah sincrgitas hubungan
kerja antara DPMPTSP dan perangkat dacrah lammnya
sosual dengan kewenangan, tugas, dan  lungsmnya
masing-masing  uniuk  saling mendokung dan
melengkapl dalam rangka percepalan dan optirmalisas
penyelenpgarzan Perizmnan Beruszaha di Dacrah untuk

mewujudkan cepuasan Masyvarakar.

Culilp jelas,



Pusal 30

Pasal 31

Aval [3)

Avat (1)

Avyat {Z)

Avyat [I)

Avat (4]

Avat [1])

Axat (2]

Ayet (3]

Avat [4)

Ayat [3)

MvAart (6]

Avat (7]

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang imaksud peratursn  perundang-undangan
MENEEnHl kemudahan, pelindungan, dan
pemberdayaan koperasi dan UMK-M saat ini adalah
Peraturan Pemerintah Moo 7 Tahun 202 Ddeitang
Kemucahan, Pelindungsan, fan Pemberdayaan Koperasi

dan ThTK-M.

Cukup jelas.

vang dimaksud Standar MNasional Indeoncsia {SNI)
adalah Standar wvang) ditetapkan oleh Badan
Standarisasi Nasionwislan berlakn di walayah Negara
Kesatuan HepublKTednnesia.

ke yelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas,

Cukup jelas.

Tang dimaksud dengan likuidater adalah orang yang
ditunjuk alau diznglear sebagal
penyelenggara likuidasi terhadap badan  hukuom atau
perusahaan yang sedong dalam hikaidasm,

Culolp jelas,

Cukup jelas.



Pasal 3

FPasal 33

Frsial 34

Pasal 33

Fasal 260

Pasal 37

Basal 38

Avac (1)

Culiup jelas.
Ayat {E}

Culiup jelas.
Avat [3)

Cukup jelas,
Avat (4]

Cukup jelas,

Ayat {1}
Yang dimaksud *laporan penyelenggaraan, Perzinan
Ferusaha adalah laporan mengenai, perkembangan
realisasi penanaman modal dan\pefmasalalian yang
dihadapl pelaky usahad™ yang wajilh dibuat dan
disampailcan secara berkala

Avat ()
Culoap jelas.

Ayat [3)
Culkoup jelas.

Avat (4]
Culoapejelas.

Axal 3]
Culmp jelas.

Avvat ]
Cukup jelas,

Culup jelas
Culkup jelas.
Cukup jelas.
Cultup jelas.

Cukup jelas.



Pasal 343

Cukup jolas.
Faxal 40

Cukup jclas.

TAMBAINAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR ...



WALI KOTA SURAKARTA

PENDAPAT AKHIR WALI KOTA SURAKARTA
DALAM RANGKA FERSETUJUAN BERSAMA RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG FPELINDUNGAN ANAK DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA

¥th, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakana beserta
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah Kota Surakariay

Yth. Kepala Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para
jurnalis media cotak dan elektronik, serta para hadirin yang berbahagia.

Assalamy alaikum warahmatuiiahi wabarakafuh;
Salarm sejantera bagi kita semua, ’

Puji Syukur kehadirat Allah SWT karena alas anugerah-Nya Kita
diberikan kesempatan umtuk® hadir- dalam Rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daérah Wota Surakarta dalam rangka Persetujuan
bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Anak dan
Rancangan Pearatwran Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha. ’

Rapat P'dripurna yang terhormat,

. Anak sebagal generasi penerus harus  dijamin permenuhan
kebutuhan dasar hiduphya, dihindarkan dari berbagai bentuk kekerasan,
perlakuan  salah, eksploitasi, dan penelantaran, serta terindungi

kesempatannya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.



Kota Surakarta sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2012 teniang Perlindungan Anak tetapl dalam perkembangannya
Peraturan Daerah tersebut belum optimal dalam upaya menjamin
pemenuhan hak anak karena tidak adanya kelerlibatan dunia usaha dan

kelompok masyarakat,

Untuk menjamin pemenuhan hak anak secara optimal dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang Palindungan Anak mengatur adanysa
keteriibatan dunia usaha dan kelompok masyarakat, yang nantinyz akan
l=bih mendorong timbuinya Kesadaran untuk menjamin pemenuhan, hak

anak.

Diharapkan setelah ditetapkannya Rancangan F‘er:aturaﬁ Caearah ini
dapat mempercepat dan memperkuat terwuudnya Ilngkﬂngan protektif
bagi anak, mendorgng segala upaya penghargaan; pemenubat dan
pelindungan hak anak secara maksimal dan“mewujudkan anak yang
berkualitas, berakhlak mulia, sejahtera dapberkarakter yang berwawasan

kebangsaan dan cinta tanah air.

Rapat Parlpurna yang terhormat,

Sebagaimana kitd ketahui, setelah ditetapkannya Undang-Undang
Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintabh Pengganti
Undang-Undang/Nomar 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Lindang-
Undang oleh Pemenntah Pusat, maka iklim investasi di daerah dibuka
seluas-ludsnyea | untuk  mendykurng pertumbuhzan  ekonomi,  Dukungan
kemudahan investasi salah satunya mslalui penyelenggarsan penizinan
berusalla.

Rancangan Peraturan Dasrah tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha selan memberikan kepastian hukum dalam  berusaha,
meningkatkan ekosistem investasi dan kegiaian berusaha serta menjaga
kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan.



Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Dagrah ini diharapkan
dapat menciptakan ikim penanaman meodal yang kondusif, tafaksananya
panerbitan perzinan berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, fransparan
dan terwujudnya pengawasan Kegiatan usaha secara transparan dan
akuntabel,

Rapat Paripurna yang terhormat,

Pemerintah Kota Surakarta mengucapkan terima Kgsih képada
Dewan Perwzkilan Rakyat Kota Surakara serta semua pihak‘yang telah
berpartisipast dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pelindungan Anak dan Rancangan Peraturan “Deerah  fgntang
Penyelsnggaraan Fernizinan Berusaha.

Wassalaruafaikum warahmeatuffahi swabarakatuh

Surakarta, 29 agustus 2027

WALI KOTA SURAKARTA,
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JADWAL AGENDA KEGIATAN DPRD KOTA SURAKARTA
BULAN . SEFTEMBER 2073
NOMOR . AT/BM-DPROMIFZ0ZS
HARI, TANGGAL : SEHIN, 21 AGUSTLIS 2023

HARI1/TaL

AGEMCHA

Safann,
79 Agusnes SO

13.00
wib

| PARTPURNA KE- 34

PARIFLURANA WE- 1

1. Rapurdd tantang Perubsham
APBD Kota Surakarts TA.
Flirk

- No@ Penjelasan Wali Koty

1. Aapards tentamy

Parbisdu kgt ANk
L. Rapsiida bemtemy
Paryelenggarsan Perlfinan
Bariezaihey

Rabw, 13.00
30 AQLSes 2023 WIB

- Laporan Hasil Fembahassn

- Parssiuan Bersama
- Pendapat Akhir Wali Koth

PARIFLAMNA WE- 1
Rapenda bt Parababan
APRD K Suradctetn TA. 2023

= Fandangan Umum Faka-
Fraksl

Sarun, 10,03 | PARTFURNA KE- 3
¥ September 2023 | WIE | Raperda ewiang  Perubaban | - Jawaban Wall Kot
APED Motm Surslkara TA. 2023 - Panstapan Aot Kelengkapan
| Yang Membahr
Sertin g/d Jurmat | Fembatidan Aapenda bentang Ci=h Badan Anggaran
o4 5/d 08 September Farubahan APED Kita Surakarta '
2023 Th 2023 \
Sariin, Publik Hesring Raperds tentang 1
11 Sepramber 2023 Perubatian APEC Koty Sacdkarts
TA 2023 |
Selasm, | 1000 | PARIPUVMA KE- 4
12 Seprember 2023 | WIB 1. Repards teotang Perubabkan - Laporan Hazl P banasar
AFBD Kpm Surgkaria TA. = Persahrjuan Bersama

2025
Z. Racands tentang PLRD

- Pendapat Akhir Wali Kota

Faabm, 10.00 | PARIFLURNA
27 Sepernber 2023 | WIB. | Penstapan Procaram Kerja DPRD
Tahun 2024

CATATAN ; -



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jalan Adi SucydD Mo, 143 8 Telp, (0271 712461, THATS, 735200, TA5201, FA5202 Fax. (0271 717620
Veabsge ' dped surakara.go o E-mad | ek anat-aprd @eurakarts. go_d

ALFARARTS
57145
Surakarta, 28 Agustus 2023
MNomar ;484 fO0.02.01
Sifat ; Segera
Perihal PAT PARIP
Kepada |
¥th, Pimpinan dan Anggola :

DFRI) Rota Suraharta

di -

SURAKARTA )

Mengharap dengan hormat atac kehadiran Bapal:f]nuﬁaud;}mkbesuk pada .
Hari, tanggal ; Selasa, 29 Agustys 7023

Pukul - 13,00 WIB (A
Tempat : Gedung Graha Paripuma DPRD Kata Sufﬂgrt&/
Acara : RAPAT PARIPURMA KE 1

» Rapenda tentanyg Perubahan mnqéoissuraum Tahon
Anggaran 1023
Agengy Pokodk - \
- Mota Fonjelasan Walikota § s *§
RAPAT PARIPURNA KE 4 -
¥ Raperda tentang lln-lu'gﬂimgan Anak
= Raperda entang P&{w{;ﬁggarﬂn Perijinan Bevusaha
Agenda Pokok: . "\™
- Laperan Has:EF'emtJahasan
- Persetuiuan
- Pen Akhfe Walikota
{Catatan > 1. MohondHadifiTepat Waktu
2 [:myahun ria Rapat Mamatubi Protokol Kesehatan Cowid-19
Jdildndang :
/r- an dan Angacta DPRD Kota Surakarta
o~ \\ all Kota dan Wakil Wali Kota
\ retaric Craerah
N/ Staf Ahh Walikota
= Asisten
* { ‘\} = Inspektorat
~ N\ - Kepala Sadan Se-Kota Surakara
J - Kepala Dinas Sa-Kota Surakarta
&\ - Kepala Bagian SETDW Kota Surakarta
« Camat Se-Koka Surakarta
1 - Tenadga Ahli Fraksi
4, Pakaan ; - DPRE - PSR Warng Hitam
- Ekselutif - PRH
Dernikian atas perhatian dan kehadirannya, deampaikan terima kasih,
DEWAN PERWANILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA
Ketua,

: ol \
BUDI PRASFETYD, 5. Sox., M.A.P

77 _N\J
S



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
-KOTA SURAKARTA

I Adi Sucpto Bo. 1434 Telp, (2271) T12461, 711879, 735290 Fau. FLTOM
Webrsita | Sond srpirtskots. 3.4 Emal | selwan. soetiandt @il oot

SUrakara
57143
DAFTAR HADIR
HariTanggal : Selasa, 25 Agustus 2023
Waktu 13 00 WIB
Tampat : Gedung Graha Paripuma DPRD Ketg Surakata
ALars : RAPAT PARIPURNA KE |
» Haperda fentang perubsahan APBD Kota surakarta TA 2023
Agenda Pokok :
< Mota Penjelasan Wali Kota
¥ Raperda isntang Felindungan Anak
* FRaperda lentang Penyelenggaraan Perjinan Barusaha
Aganda Pokok !
«<» Laporan Hasil Fembahasan
<+ Pargabijuan Berzsama
% Pendapat Akhir Wali Kota
NO HNAMA FRAKSI TANDA TANGAN
1. | BudiPrasetyo, 5.50%., M.AP POl Perjuangan
2. H. Sugeng Riyanta, 5.5 Partai Keadilan Scjahlera 2
3, | Dws, Achrmad Sapan, MM RANCGERINDRA | 4
d. | Drs. Taufiguirahman GOLKAR-PE
| E. | YF. Sukaso,SH. FDI Ferfjuangan
6. | Roro indradi Sanye Indah, S.H POI Perjuangan
7. Ety 'sware, S, MH PO Pequangan
& | Suyatro N PDI Perjuangan
8. | Ekya Sih Hananto, SH, WA PDI Perjuangan
10. | Drs, Paulus Haryodo POI Peuangan
11. | 5 Rony Kafioi POI Perjuangan
12, | Jugo Agung Ruwanto FDI Pequangan
13, | Indsiani, 3.E PDI Perjuangan
14. | Sl Muslikah, 5.508, MAP 'FOI Parjuangan
15, | Ginda Ferachtnawan, 5 E., M Si PO Perjuangan
16. | Wahyu Haryanlo, 5.E FLH Perjuangan
17. | Janjang Sumaryono Aji. 5.F PDI Perjuangan
18. | Subarsong, SH., MH PDI Penuangan
19, | Slamet Widedo, 5.H PDI Parjuangan
20. | Roy Sapulr PO Perjuangan




NG HNAMA FRAKSI TAHDATAHGAHT
21, | Tiik Nurhayati, S.H D1 Perjuangan 21. .5 /z:l'“)t
22, | Hartant, 5.E PO Parjuangan
23. | Anna Budiart, S FaK FDI Ferfuangan
24. | Wawanio, S H PDI Parjuangan
25, | Sawanty FOI Parjuangan
26. | Tri Hono Selyo Putra, A Md POl Pefuangan
27 | Herda Hendarlo P Perjuangan
28. | Yulianto Indratmoke FOI Perjuangan
23. | Elizabeth Pudjiningati PO Feduangan

30, | Lim Purwanie, 5.H LI Perjuangan
31. | Dinar Retna Indrasard, AMd FDI Parjuangan
32. | Dyah Reina Pratiwi, 5.50s, M1 Kom FDI Penuangah
33. | Terty Maharanl Gunawati, 5. Th. RO Pﬂ']'“ﬂ'l';ﬂ” .
34, | M. Asin Sunjot Putre, S.8I Partai Keadian Sejantera
35. | Muhadi Syahroni, 5T Partal Kegdilan Sejantera
36. | H. Abdul Ghetar lsmail., S.5i ] Fads Keadian Sejnhiera
47. | Didik Hermawan, 5.Pd Partai Keadilan Sejahtara |
a8, | H. Muhammad Al Amin, S.E PAN-GERINORA
39. | Yudha Sindu Riyanto, 5.H PAN-GERINDRA
40. | Ardiamo Kuswineme, SiH PAN-GERINDRA
43 | H. Agus Setiawan, SH PAN-GERINDRA
42, | Agung Hmﬁk-li’ Eaﬁnxisila PAN-GERINDRA
43. | . H. @lygﬁn,iﬂ’.:ﬁ GOLKAR-PS|

| 44, | Agus !;luriaﬁ’s:n. 5.Pd GOLKAR-PSI

25, | Artonius ¥oqn Prabows GOLKAR-PS]

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KINKIN SULTANUL HAKIM SH. MM
HIP. 18670610 198402 4 003



SURAKARTA
5745

Hurl/ Tanggal : Selasa, 39 Agastiee N2
Waktu 1304 W
Tampat : Grahs Parpurma DPRD Kola Suralaes
Atln ! RAPAT PARTPURNA KX I
i, Rapemia wolang Pemibahes SPRD Kota Swrakarsa, Tdh. Z03D
Agenin Pokolr +
= Kota Penjelomsn Wall Mo
BAFAT PARIPFTREA EE [V
1. Kapeeda tentang Pelinduogan Anak
J. Raperda teotang Pemyelengearant Perijinan Berusaha
Aganda Poliok
1. Laporan Hasil Prinhahasan
2. Puggetyuan Bersamea
3. Pendagat Akhir Waki Kola

s PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
Al SEXRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

il Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp, (0274) 712461, TUET, 735200, 735201, 735282 Fax. (DZ71) 717820
Wehsie ; dprd.surgkarda_go.id E-mad @ selirstarlal-dprd@surakana.go.id

IHETANREI] HAMNAL

Wahlora

[Waln] Walilorta

Sekretorics Dareroh

-
LN,

Baff Abli Hidang Keuangan dan Pembangunan

Stull ARl Bidang Peeacriwlahac, Polivil, Fhakwm
Ziaif ahli Bidang Kemaryrraksian dan ST

HE R A-_F

Loy apralb oot -

. Ll 18
Agizten Ferekonomian dan Fembangunan r
| Azeialen futministeas] rum

-.I!ll.‘;l:'ﬂ-lﬂ-l'.n-hlﬂh:l[—g

BN e

10 | Aasisten Pemerinraban dan Kesra

Hoeda [l
| 11 [Bagisn Adminivtrasi Pembanguoan@euls

12 |Bagion Chrganicasi Sefda - . F&ﬂ;’m

13 |Bagian Frowkol Kormunikasi & Adminisesi Pimpinan Tﬂ,"uﬂ Ll

14 |Badan ch-:gawsunn dan Progembangen S0 | ﬂ1 e e

15! Baden Pengelolann Kepangan dan Aset Da.nmh y ’lﬁéj /

16|Badan Peadapatan Diaerib . %} | TR

17 |Badam Pﬂenmn 1en Pembangunan Da=rih A M Aelbae I'T%-"—M l"',.-’ll?_._

1% Dmu_hhudﬂymﬁan Farmsara oA B KT - ' _lqﬂ-f,.‘%

10 |Crinwa Perdagangan Veronics s 19:.... 458 :

20 Dinux PIAPZKD Pur vdiay, - ' 1%-.:_] o | 1,
| 31 | Oinas Kepemudsan dan Clahraga [ O, |21. ol 5 T

22 |Dinks PeoRowmag Medal dap FTSP L -l ‘ 2. PN

23 | Ginss ietahanan Pangan an Perlanin Flic w zamhr__};'___ J ,-;;’

24 |Dimas Lingkungam Hidup e b " e 4”-1 .....

2§ | Dinas Administras Kepeadudulan dan Pencatatan sipl R*&; .Jb/{' it v

2 | Dinas Perhubuangan ek . b

&7 |Dinas Perpustolisan dan Keardpan ‘tcé-w't"'ﬁ. 1= an -

28 |Dinas Komunikasi Inforrsesistatistis dan Persndinn € L ¥ fza se. . ;...:-f.-ae"".—-""-"-"'
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sldang s 2023

Wasa Sklang o |

Jenis Rapat : Rapat Faripuma

Sifat Rapat : Terbuka

HarifTanggal : Rabu, 7 Juni 2023

Jam b 10,00 5fd selesal

Tempat : (edung Graha Paripurna DPRED Keta Surakarta
ACALA

*PARIPURKNA KE -3
1. Raperda tentang Pertanggungjewacan Pelaksanaan APBD (FZAPEBDY Kotz
Surakarta Tahun Angoaran 2022
2. Raperda Tentang Penyertzan Maodal Pemerintah Keta Surakana Pada Perurnda Air
Minum Kota Surakarla
3. Haperda Tentang Palindungan Anak,
4. Raperda Tentang Penyelenggaraan Perijinan Bensaha

Dengan acara pokok
» Jawaban stau Tanggapan Wali Kota; dan
= Peretapan Alat Kelengkapan Yang Membahas

PIMPINAN RAFAT : Budi Prasetyo, 5.50s5, MAP. - Ketua DPRD

SEKRETARIS : Kinkin Suftanul Hakim - Sekretaris DPRD



HADIR

I. DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA

1. Budi Prasetyo, 5.505, M.AF. PDT Perjuangan

2. H.Sugeng Rlyanto, 5.5. Partal Keadilan Sejahtera
3. Ors. Taufqurrahman GOLKAR-PS]

4. Drs. H. Achmad Sapari, M.M. PAN-GERINDRA

5. ¥YF. Sukasno, S.H., MH. PO Perjuangan

6. Roro Indradi Sarwo Indah, S.H. PDI Perjuangan

7. Ety Iswarg, S H, MH. PLH Perjuanagan

8 Suyatno POI Perjuangan

9. Fkya Sih Hananto, 3.H, M.H. PDI Perjuangan
10. Drs. Paulus Haryoto PDI Perjiangan
11, Silvester Ronny Karrtoro, SH. pD1Ferusngan

12. Jugo Agung Ruwanto PRI Perjuangan

13. Indnani, S.E. PDI Perjuangan

14. Siti Muslikah, 5.5, M.A P POT Ferjuangan

15. Ginda Ferachbriawan, S.E., M.5. PCI Perjuangan

16. Wahyu Haryanto, 5.E., AK. CA FDI Perjuangan

17. Janjang Sumaryono Aji, 5.P. PDT Perjuangan

18. Suharsono, 5.H., M.H, : PDI Perjuangan

18. Slamet Widodo, 5.H. PDI Perjuangan

20. Roy Saputha PDI Perjuangan

21, Titk Nurhayati, S.H. PDI Perjuangan

22. Hartant, SE,/ PDI Perjuangan

43, Anna Budiarti, 5.PAK. PDI Perjuangan

24, Wawanto, 5.H. POI Perjuanaan

25. Suwanto PDI Perjuangan
26. *“Tri Hono Setyo Futro, A Md. PDI Perjuangan

\ 2% Honda Hendarto PCI Perjuangan

28, Yulianto Indratmoka PDI Perjuangan

29, Elizabeth Pudjiningat| FLI Perjuangan

30. Lim Purwantq, S.H. LT Perjuangan

31, Dinar Retna Indrasarni, A.Md. POI Perjuangan

32. Dyah Retno Pratiwi, 5.50=., M.IKom, POI Perjuarngan

33, Terty Maharani Gunawati, 5.Th. PG Perjuandan

34. H. Asih Sunjoto Putro, .50, Partad Keadllan Sejahtera
35. Muhadi Syahroni, 5.7, Partai Keadllan Sejahtera
36.  Didik Hermawan, 5.Pd. Partal Keadllan Sejahtera



37
38,
39,
40.

41.
42
43.

DARI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA :

H. Muhammad Al Amin, 5.E.

Yudha Sindu Rivamo, S.H.
Ardianto Kuswinamo, S.H.
H. Agus Setigwan, 5.H.
Ir. H. Margong, M.M.
Agus Nutyanto, S5.Pd.
Antonius Yogo Prabowo

PAMN-GERINDRA
PAN-GERIMDRA
PAN-GERINDRA
PAN-GERINDRA
GOLIAR-PSI
GOLKAR-PSI
GOLKAR-PSI

1. Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerinlah Kota Surakarta
2. Wartawan Media Cetak.

TIDAK / BELUM HADIR DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA :

1.
2.

H. abdul Ghofar amall, 5.5
Agurd) Harsakti Pancaslla Putra

- F. Partai Keadilan Sejahters
- F. PAH-GERINDRA



JALANNYA RAPAT PARIPURNA
DALAM RANGIHA

1. RAPERDA TENTAMG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
(PZAPBD) KOTA SURAKARTA TAHUN ANGOARAN 2022

2. RAPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA
SURAMARTA PADA PERUMDA AIR MINUM KOTA SURAMARTA

3. RAPERDA TENTANG PELINDUNGAN ANAK

4. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIJINAN BERUSAHA

Rapat dibuka Pukuly 1000 WB.
PIMPINAN RAPAT :

¥th. Sdr. Walikata dan Wakil Walikota Surakana,
Yang kami homati Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan;
Yang kami hormati
Jajaran Kapala OFD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta,
Rekan-rekan wartawan dan meda elektronik den medig eelak i Kota Surakarta, serta

hadirin lamu undangan yang berbahagia
Azalamiralafkum Warohmatuliohh Wabarokatoh.

Salarm Pancasila lif

Salam sejahlera bag Kila semba.

Puji syukur manlzh kitafanatkan kehadicat Allah SWT, atas karunia dan rahmal-Nya
yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga Kita masih dapat bersama — sama
meangikull Rapat ParipurnaDewan pada har im dalam keadaan sehat wal'anat

Kepada seluruh tamu undaengan kami sampaikan lerima kasih yang telah berkenan
meluangkan waktunya mengikuti jalannya Rapat Faripurna Dewan pada hari ini. Sebealum
Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada Sdr. Sekretariz Dewan dipersilahkan uniuk
melapurkaﬁ kehadiran Anggota Dewan =esuai dengan daftar hadir yang telah
ditandatangamn. dipersilahkan.

SEXRETARIS DPRD :

Wih, Walikota, Wakil Walikota Surgkarta, Pimpinan Rapal, Pimpinan dan Anggota
Dewan baseria hadirin yamg kami hormati
Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada
hari ini Raba, tanggal 07 Juni 2023 dihadiri cleh 43 crang Anggeota Dewan, yang tidak hadir
2 orang Anggota Dewah. Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadie adalah

1, H. Abdul Ghofar Ismail, 5.51. - ljim
2. Agung Harsakb Pancasila - ljim
Demikian Laporan Presensi hadir Anggota Dewan



PIMPINAN :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretariz Dewan yang telan malaporkan kehadiran
Anggota Dewan.

Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggola Dewan
telabh hadir ssbanyak 42 Anggota Dewan.

Sesua dergan Peraturan Dewan Parwakilan Rakyat Daesrah Keta Surakarta
Momor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertlb Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah Hota
Surakarta Pasal 936 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa "Repat Fanpurna memenuhi
kuorum apabila rapal dihadil ofeh paling sedikit °/= {dua pertiga) dan jumiah Anggota DPRD
untuk memberfientikan Fimpinan DPRD serta untuk menslapkan Parda dan APBLY.

Clengan demikian bardasarkan kehadiran Anggola Dewan tersshut Rapat/Fagpurna
i telah mamenuhi kuoram. ' g
Untuk itu, Rapat Paripuma pada hari ini Rabu tanggal 7 Juni 2023, saya nyatakan
dibuka dan terbuka unkuk umum.

{Ketok Palu X}

Sidang Dewan yang saya horrusli,

Bardasarkan Pasal 59 ayat (4} huruf d Undanﬁ-Undang Nomar 24 Tahun 2009
Tentang Bandera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan diasbutkan
batwa Lagu Kebangsaan Wajib dip&rdmgnrﬁan dan/atau dinyanyikan dalam acara
pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR daa DPRD".

Berkaitan dengan ru jjinkan Kami mengajgk seluruh  hadinn untuk  Beedin
menyany ikan lagu Kebangsaan IAdonesia Raya,
~  Hadirin dimohon berdifl,

MENYAMNYINANM
LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

-

- Hadirin diparsitalhikan uniuk cudiuk Kembalf
PIMPINANRAPAT :

. Ragat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami kormali,
Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawamh pada tanggal 29 Mei 2023 dengan
Catatan Rapat Nomor D5/BM-DPRDAVI2023, diagendakan Rapat Parpuma Dewan pada
hari ini Rabu tanggal ¥ Juni 2023 dengan agenda

*PARIPURNA KE - 3
1. Raperda tentang Peranggungiawaban Pelaksanaan APBD (P2APED) Kota
Surgkarta Tahun Anggaran 2022

2. Raperda Tentang Panyertaan Modal Pemerintah Kota Surskarta Pada Perumda Air
Minuen Kota Surakarla

3. Raparda Tentang Pelindungan Anak

4. Raperds Tentang Penyelenggaraan Penjnan Berusaha.

.5.



Dengan acara pokok :

#» Jawaban atau Tanggapan Wali Kota; dan
¥ Panatapan Alat Kelengkapan Yang Membeahas

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurma Dewan dan kaditin yang kami honnatl,

Memasuki agenda pertama hari ini adalah Jawaban atay Tanggapan Wali Kota
terhadap Pandangan Umum Fraksi, yang dalam hal ini diwakili pleh Azistan Perekonomian
dan Pembangunan. Kepada Yth, Sdr. Asisten Parckonomian dan Pembangunan, kami
persilahkan.

JAWABAN WALIKOTA

Disampaikan oleh Yth, Sdr. Aslsten Perekonomian dan Pem hanguﬁan y

PIMPiNAN :

Tarima kasih kepada Yif. Sdr. Asisten Perckonomian dan Pembangunan, yand
telah menvampaikan Tangoanan dan'ztzu Jawaban Walikols Yerhadap Fandangan Umum
Fraksi — Fraksi atas dan terima kasin atas penyerahan faskalinga.

Rapat Paripurna Dowan dan hedirin, yang kami ormati,

Memasuki agendn selanjulnya yaitu P&neitélﬁén Alat Kelengkapan Yang Membahas.
Berdasarkan Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Tertib
DPRD Kota Surakarta Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa | "Badan Anggaran membahas
rancangan Ferda lenfeng pedanggungfawaban pelaksanaan APBL  sehagsimana
diraksud dalam Pasal 17 aval (2) hiwlf o

Sebagaimana hagil Rapat Badan Musyawarah tanggal 29 Mer 2023 telah disepakati
untuk  merakomengagikan Pembahasan Raperda  Tenlang Pertanggungjawaban
Palaksanaan APBD Fata Surakarta Tahun Anggaran 2022 melalu Badan Anggaran, dan

Raperda, Tentang Penyeriaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perumda Air
Mirum Kotar Surakara, Raperds Tentang Pefindungan Anak, sera Raperda Teniang
Fanyalanggéraan Peripnan Berusaha dibahas melalui Panitia Khusus,

L Mamun demikian porlu karmi lawarkan kepada Rapaf Paripuma [ewan yang
terhormat,
1. "Apszkah Pembahesan Raperdas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBLD Kota
Surakarta Tahun Angparan 2022 dapat dibahas melalu Badan Anggaran?”
Atas perlanyaan Pimpinan Rapat, DEWAMN MENJAWARB : SETLJU
(Keatok palu 1x)

2. TApakah Permbahaszan Raperda lentang Penyeriaan Modal Femerintah Kota Surakarts
pada Perumda Asr Minum Kola Surakarta, Rapaerda Tentang Pelindungan Anak, sera
Faparda Tentang Penyalenggaraanrt Panjinan Bensaha dapat dibahas malajui Panitia
Khuzus?”



Aiaz pertanyaan Pimpinan Rapat, DEYWAN MEMIAWAR : SETUJU
(Fetok palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Tenma kasih.

Selanjutnya kepada Sdr. Sekretaris Dewan, dipersilahkan untuk membacakan
narng-nama usulan anggola Panitia Khusus yang telah dissrnpaken clkeh Fraksi — Fraksi,
dipersilahkan .

PEMBACAAN USULAN NAMA-NAMA ANGGOTA PANSUS

Disampaikan oleh Sdr. Sekretaria Dawsn

FIMPINAN RAPAT :

Tarma kasih kepads Sdr. Sekretaris Dewan yang lefah membacakap nama-nama
Angoota Pansues dinaksud,
Demikian nama-nama Anggota Panitia Khuzus yang, felah dibacakan, yang
selanjuinys agar berkumpul di nuang franst sebslah timur dan melaksanakan Pemilihan
Pimpinan Panitia Khusus secara bergantian
1. Kegempatan pertama, kam persilakan Anggota Panitia Khusus Raperda tentang
Penyertaan Modal Pemenntah ¥ola Surakada “pada Perumnda Ar Minum Kota
Surakara,

2. Dilanjutkan kesempatan keduz, Anggota.Panitia Khusus Raperda tentang Pelindungan
Anzk; dan

3. Yang terakhir, Anggota Paniba, Khusus Raperda tentang Penyelenggaraan Perijinan
Berusaha.

Dengan demikian Haﬁat Pardpuma semenlara kam nyatakan diskors selama 15
renil.

PFIMPINAN RAPAT :

Siors rapat/dam, cabut.
{Kelok palu Tx}

’Rnpnr Panpurma Dewsan dan hadirin yamg kami hormati,

Acara selanjuinyz adalsh FPengumuman dan Penetapan unsur Pimpinan dan
Keanggotaan Pamba Khusus yang membabas.

Kepada Sdr. Sekretans Dawan kami persilakan untuk membacakan MNaskah

Rancangan Keputusan DPRELD tentang Pembentukan unsur Pimpinan dan Keanggotazn
Panilia Khosus i2rsebual.

PEMBACAAN NASKAH KEFUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh Sdr. Sekretaris Dewan



PIMPINAN RAPAT :

Tenma kasih kepada Sdr. Sekretariz Dewan yang telabh membacakan Naskah
Rancangan Keputusan DPRO. Berdasarkan kelentuan Pasal 102 ayat (2) Peraturan DPRD
Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta,
disaputkan bahwa “Peambentukan Panitia Khusus ditstapkan dengan keputusan
DPRD™.

Selanjulnya kami lawarkan kepada forum Rapat Panpurna Dewan yang ternommat,
“Apakah Naskah Rancangan Kepuiuzan DPRD yang telah dibscakan tersebut dapat
disetujui?’,

Atas pertaryaan Pimpinan Rapat, DEWAN MENJAWAER - SETUJU

(Kelok pafts Tx}
PIMPINAN RAPAT :

Terdma kash. Adapun jadwal pembahasan 4 (empat) Rapeérda tersebut akan
dilaksanakan mulai har inl Rabu, 7 Juni 2023,

Rapat Parpurns Dewan doan hadidn yang kami dormall,

Dengan demikian selessilsh seluruh rangkaian acara Rapal Paripurna Dewan pada
har ini. Sekah lag kami mengucapkan terima kasinokepada seluruh hadirin atas
perhatiannya mengikuti jalannya Rapst Parpuma dan kepada semua pihak yang telah
membanty terselenggaranya Rapat Paripurng. ®€ami sampaikan permchonan maaf apabila
dalam petaksanazannyz terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Dengan demikian Rapat Paripurna dapat kita akhiri dan kami nyatakan ditutup.

fHetok FPaly Jx)

Wassalamu'alaikom Warchmatufioh! Wabarokatuh.
Safam Fancasija I
Rapat ditutug Pukul @ 12,30 WIB

Surakarta, 7 Juni 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KGTA SURAKARTA

Pimpinan Rapat,

BUDI PRASETYOD. S-S0s M.AP.
Ketua DPRL

| Cuibkoar, Merssdangan & Rgalsh .l oL
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WALI KOTA SURAKARTA,

NOTA JAWABAN WALI KOTA ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM
RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
DALAM RANGKA PENGEMEBANGAN PELAYANAN PROGRAM AIR
MINUM DAN AIR LIMSAH, RANCANGAN FERATURAN DAERAH
TENTANG PELINDUNGAN ANAK DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Yih, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DE@rah beserta jajaran Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Keta Surakarta:

Yth. Pejabal di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis media
cetak dan elektronik sertd para hadinin yang berbahagia

Assalamu ataikum warahmalufiahi wabarakafuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Fuji syukur.Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Berkah,
Fahmat dan“Hidayah-Nya, pada har ini kita masih diberi kesempatan
melakzanakan pembahssan Rancangan Peraturan Daerah  tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perusahaan Umum
Daerah  Air Minum Kota Surakarta dalam Rangka Pangembangan
Pelayanan Program Air Minum dan Air Limbab, Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pelindungan Anak dan Rancangan Peraturan Daerah
tentang  Penyelenggaraan  Perizinan Berusaha dengan agenda

penyampaian Mota Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Faripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dalam keadaan sehat walafiat,

Sebelum  menyampaikan jawaban  atas Pandangan Umum dan
targgapan dari para anggota Dewan yang mewskili fraksi-fraksi, diucapkan
terima kasih atas usul, saran, Kritik dan partanyaan dari:

1. Baudara Agus Nuryanto, $.Pd dari Fraksi Partai Golongan Karya-Partai
Solidaritas Indonesia:

2, Saudara Didik Hermawan, 5.Pd, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera:

3. Baudara Yudha Sindy Riyante, 5.H, dari Fraksi Partai Amanat MNasional-
Gerakan Indoresia Raya; dan

4. Saudara Wawanto, S H dari Fraksi Parta; Demokrasi Indonesia
Ferfuangan,

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Atas tanggapan saran dan pendapat ‘dan para Anggota Dewan,
disampaikan jawaban dan tambahan penjelasan atas Pandangan Umum
Anggota Dewan sebagai berikut;

I JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA AGUS NURYANTO,
SPd DARI FRAKS! ' PARTAl GOLONGAN KARYA-PARTAI
SOLIDARITAS INDONESIA

A BRANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG FENYERTAAN .

MODAL  PEMERINTAH KOTA  SURAKARTA  PADA

PERUSAHAAN  UMUM  DAERAH AIR  MINUM KOTA

SURAKARTA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PELAYANAN

PROGRAM AIR (AINUM DAN AIR LIMBAH

1. Kualitas layanan kepada stakeholders Sesuaj dengan hasil
Audit Evaluasi Kinerja BPKP Perwakilan Jawa Tengah Tahun
2022 dengan Rategori sehat dan baik Kualitas, Kuantitas dan
Kontinuitas, produksi dan distribusi,

2. Efisiensi Biaya Operasional dan peningkatan pendapatan
dalam  perhitungan Rasio Biaya Operasi terhadap
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Pendapatan Opearasi di Tahun 2021 nilai Kinerjanya naik dari
nilai 2 meanjadi 3 di Tahun 2022

Untuk air minum dilakukan melalui peningkatan cakupan
pelayanan, penurunan tingkat kehilangan air, penurunan
pivtang pelanggan dan peningkatan pendapatan,  untuk
pengelclaan air limbah telah bisa mencapai menutup biaya
secara  penuh, untuk  alr minum  dalam kemasan
pembangunan pabrik sudah selesai dilaksanakan.

Dalam rangka peningkatan kemampuan SDM  dilakokan
melalui berbagai kegiatan pelatihan baik melzlui “pelatihan
internal maupun pelatihan eksternal yang, telab’ disusun
sesual dengan RKA yang {elah ditetapkan.

Sesual Laporan Analisis Kelayakan Investasi Dasrah dalam
rangka penyeraan maodal kepada Perusahaan Lmum Daerah
Air Minum Kota Surakarta dari Kantor Akuntan Publik Mahsun
Murdiono HKukuh & Rekan\diperoleh skor 757 dengan
prechkat Layak dengan Catatan Risike Sedang.

E. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PELINDUNGAN ANAK

1.

Jumlab,, Fasus kekerasan pada anak & tahun terakhir
berjumlab 351 kasus. Pemerintah Kota Surakarta melali
DP3IAPZKE melakukan penanganan dan  pendampingan
Kasus dan dalam pelaksanaannya bekerasama dengan
stakehalder antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan,
BAPAS, rumah sakit, OPD terkait, lembaga pemerhati
perempuan dan anak, pes pelayanan terpadu perempuan dan
anak di 54 keiurahan serfa semua pihak yang terkait dalam
penanganan kasus.

lLipaya agar masyarakat mau melapor dengan melaksanakan
sostalisasi, membuat beberapa alfernatif kanal aduan,
membuat media edukasi berupa ieaflet, siaran radio, mehbil

penerangan keliing, peningkatan peran Forum Anak serta



kh

-

pendidik sebaya sekolah dan peningkatan peran Pos
Pelayanan Terpadu di kelurahan,

C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
FENYELENGGARAAN FERIZINAN BERUSARA
Penyederhaan Birokrasi pelayanan perizinan berusaha dilakuian
secara onling malalui Sistem OS85 dan  sistemn pendukung
pelaksanzan Sistem OS5 sesual dengan norma, standar,
prosedur, dan  kriteria yang ditetapkan dan  difasilitasi ©leh
Femerintah Pusat.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudara
Agus MNuryanto, S.Pd dar Freksi Partai Golongan Karya-Partai

Sofidantas Indonesia semoga dapat dimengerti:

JAWAEBAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA DIDIK HERMAWAN,
5 Pd DARI FRAKSI PARTAI KEADIWAN SEJAHTERA
A, RANCANGAN PERATURAN.DAERAH TENTANG PENYERTAAM

MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA

FERUSAHAAN, “UMUM DAERAH AR MINUM  KOTA

SURAKARTA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PELAYANAN -

PROGRAM AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

1. « Tahapan dalam penyertaan modal kepada Perusahaan
Umurm Daerah Air Minum Kota Surakarta direncanakan
sebesar Rp12.000.000.000,00 {dua belas miliar rupiah) setiap
tahun selama 5 {lima) tahun.

2.  Sampai dengan tahun 2022 jumlah penyertaan modal kepada
Perusahaan Umum Daerah Airr Minum Kota Surakarta
sgjumiah Rp135.798.617.064,00 (seratus tiga puluh lima
mikiar tujuh ratus sembilan pulub delapan juta enam ratus
tujuh beias ribu enam puluh empat rupiah). Dalam & (lima)
tahun terakhir jumlah keuntungan Perusahaan Umum Daerah

Air Minum Kota Surakarta yang disetorkan ke FAD sebesar
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Rp13.489.458.256,00 {tiga belas miliar empat ratus delapan
pulub sembilan juta empat ratus lima putuh delapan ribu dua
ratus lima puluh enam rupiah).

RANCANGAN PERATLURAM DAERAH TENTANG

PELINDUNGAN ANAK

1. Perbedaan mendasar dan substansial antars Peraturan
Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Perlindungan Anak dan Rancangan Feraturan Daerah
tentang Pelindungan Anak yang baru  antara( lain
penambahan  pengaturan  perencanaan, tanggung jawah
dunia Usaha, Kelompok anak yang memeriukan perlindungan
khusus, sistam informasi perlindungan #nak, tambshan
Klausul larangan, pengaturan tentang ketenilan penyidikan
dan larangan.

2. Contoh kasus dalam pelindungan” anak vang belum
memberikan jaminan pelindungah antara lain anak yg belum
terpenuhinya hak pendidikan, hak perlindungan karena masih
ada anak yang mendapatkan keksrasan dan hak anak yang
harus mendapatkan perlindungan khusus (AMPK).

RANCANGAM PERATURAN DAERAH TENTANG

FPENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA,

1. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi
kewenangsn pemerintah daerah berpedoman pada Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi;

a. penyelenggarsan Penizinan Berusaha yang menjadi
kewenangan Pemerinfah Daerzh  sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada
Wali Kota berdasarkan asas tugas pembantuan; dan
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¢. sedangkan jenis perizinan berusaha sebagaimana
tersebut pada burdf a dan hurof b akan diatur dalam
Peraturan Wali Kota,

rs

Pemerintah Kota Surakarta melalui DPMPTSP menyediakan
pelayanan berbantuan, pemohon yang mengalami kesulitan
dalam menggunakan OS5 dan aplikasi perizinan berusaha
lainnya dapat dibantu dan dilayani di Loket DPMPTSP.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan SaudaraDidik
Hermawan, S.Pd dart Fraksi Partai Keadilan Segjahiera semoga dapat
dimengerti.

. JawaBaN ATAS PERTANYAAN SAUDARA YUDHA SINDU
RIYaANTd, S H DARlI FRAKSI PARTAL AMANAT NASIONAL-
GERAKAM INDONESIA RAYA

A, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA
PERUSAHAAN SAMUM  DAERAH AR MINUM  KOTA
SURAKARTADALAM RANGKA PENGEMBANGAN PELAYANAN
PROGRAM AIR MINUM DAN AR LIMBAH
Fenyertaan modal sangat dibutuhkan untuk pengembangan
pelayanan air minum dan air limbah. Laporan penyertaan modal
kepada Pemerintah Kota Surakarta sudah dilaksanakan sebagai
bentuk tanggung jawab Perusahzan Umum Daerah Air Minum
Kota Surakarta. Dalam 5 {lima} tabun ke depan, keuntungan
diprediksikan sebesar Rp36.199.482.717.00 (tiga pulub enam
miliar seratus sembilan puluh sembilan juta empat rafus delapan

pulub dua ribu tujuh ratus tujuh belas rupiahy),



-F-

B. RANCANGAN PERATURAM DAERAH TEMNTANG

FELINDUNGAN ANMAK,

1. Rancangan paraturan daerah memberikan arahan kepada
OPD. masyarakat, orang tua, dunia uysaha dan anak itu
sendiri untuk  melakukan pedindungan  anak, meliputi
pamenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

2. Terhadap anak yang barhadapan dengan hukum, Pemerintah
Kota Surakana mermpunyai kKeweanangan dalam
pendampingan  kasus, pendampingan psikologis | dan

memastikan pemenuhan hak-hak anak.

C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

1. Ketentuan mengenai bidang usahas yang diperbolehkan,
dibatasi, atau dilfarany telah diatur dalam Peraturan Daerah
Momor & tahun 2022 tentang Fenanaman Modal.

2. Ketentuan mengenai nvestasi telah diatur dalam Peraturan
Dasrah Nomor € _Tanop 2022 tentang Psnanaman Modal
yang menysbutkan bahws bidang usaha terbuka bagi usaha
besar yang bermitrs dengan Koperasi dan Usaha Mikro.

Demikian “jawaban dan penjelasan atas peranyaan Saudara
Yudha Sindu Rivanto, 8.4 dari Fraksi Partai Amanat Masional-Gerakan
Incdonasia Raya samoga dapat dimengarti,

V. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA WAWANTO, SH DARI
FRAKS|I PARTAI DEMOKRAS! INDONESIA PERJUANGAN
A, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA
FERUSAHAAN  UMUM DAERAH AIR MINUM  KOTA
SURAKARTA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PELAYANAN
FROGRAM AIR MINUM DAN AIR LIMBAH



1. Jumlah pelanggan sampai dengan tabun 2022 sebanyak 35%
{tiga puluh fima persen) dari total jumiah penduduk yaitu
sebesar 57.640 (ma puluh tuuh ribe enam ratus empat
puluh) sambungan rumah.

2. Pelayanan limbah sudah melayani sambungan perpipaan
sebanyak 18.978 (delapan belas ribu sembilan ratus tujuh
puluh delapan) sambungan rumah dan Layanan Lumpur Tinja
Terjadwal sebanyak 44.351 (empat pulub tiga ratus lima
puluh satu) sambungan ramah,

3. Tarif pengelolaan air limbah sudah mampu menutupsslunah
hiaya operasional (full-cost recovery).

FRANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PELINDUNGAN AMAK

Pemerintah Kota Surakarta melalui DP3APZKE melakukan upaya
preventf melalui sosialisasi pengasuban  positif agar anak
ierhandar  dari ajaran  pengarsh Sradikalisme dan  intoleransi,
narkoba, miras, LGBT, sedangkan data terdapat masing-masing

instansi sesuai dengan kewanangannya.

RANCANGAN FERATURAN DAERAH TENTANG

FENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

1. Dalam Rancangan Feraturan Daereh tentang
Panyelgnggaraan Perizinan Berusaha ini mengatur |enis
psaha yang merupakan kewenangan FPemerintah Daerah
meliputi sekior usaha kelautan dan perikanan, pestanian,
lingkungan hidup dan  kehutanarn, perindustrian,
perdagangan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat,
transportasi, kesehatan, obat dan makanan, pendidikan dan
kebudayaan, pariwisata dan ketenagakerjaan.

2. Dampak ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerab tentang
Fenyelenggaraan Perizinan Berusaha bagi UMKM antara lain

memberikan kepastian hukum dalam berusaha,
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mempermudah penerbitan perizinan berusaha sesuai tingkat
risikonya, meaningkatnya pertumbuhan ekonomi di dasrah,
terlaksananya penerbitan perizinan berusaha melalui 053
secara labih efektif dan sederhana.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudara Wawanto,
S H dar Fraksi Partai Demckrasi Indonesia Psrjuangan semoga dapat
dimengerti.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Cemikian satu persatu secara keseluruhan telah™ disampaikan
jawaban dan tambahan Penjelasan Atas Pandangan Umum Dewan
Perwakilan Rakyat Daarah. Semoga dapat dipahami dan menjadi hahan
dalam pembahasan.

Terma kaszib

Wassafamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syrakarta, 07 Juni 2023

a.n WALI KOTA SURAKARTA
“hKOTA SURAKARTA,




PINMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSL JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
MNOMOR |9 TAHLUMN 202E

TENTANG
PEMEBEENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN @.
RANCAKGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA {\,
TENTANG PENYELENGGARAAN FERIZINAN BERUSANA {0
PFLAPINAN DEWAN PERWAKILA KN RAKYAT DA @

KOTA SURAKARTA, 0

Metumbang ¢ a. babhwa Pegraturan Kota Surakaria Momor 4

Tahun 2012 tent Dmdungan Anak, sudah hdek
n @mba_ngan peraturan perundang-
[ perin digami  apar  Jdalam
menuhen hak anak dan perlindungan
) Kota Surakarta dapat terlaksane  seCcHrA

pentingan di Daerah;
Q}. bahwna mendazackun pada keteptuan pasal 102 ayel
Q 24 Peraturan Dewsn Pereakilan Eakyat Dacrah
Nomor 1 Twhuo 20290 wotang Tata Tertib Dewan
\Q Perwskilun  Rakyat Dasrah  Kola  Surakarta

@

% sebugaimana (elah dinbeh dengan Peraiuran Dewan

& Perwakilan Rakvat Daerah Kota Surekerta Nomoc 1
?’b Tahupn 2021 tentang Perubabon  atas  Peraturan
Dewar Perwakilan Raloyat Darcrah Kola Suakarta




Mengungat

T

Momor 1 Tokhuwn 2020 tenteng Twte Tertb Dewan
Frrumkilan Ralgat Deerah Kota  Surakarta
" Pembeniokan panitia khumas diteteplkan dengan
Keputysan DFRT ™,

hahwa berdasarkan perumbangan sebagaimane
dupaksud datorts hurul a dan hurul b, maka peeru
wenstapkan Keputusan Dewan Perwaldilan Rekrat
Daereh tentang Pembentukan Panitia Khoesus dalam
rangks Pembshasan Pancengen  Pemulumn Daerah
Kota Suralara tentang Penyelenggaraan Penzinan

Beru=aha; §»®

Undang-Undang Mumor 16 Tahun
Fembernhakan Daerab-Dacrah  kota

Lingkungan Provins Jawa Timur, -Jawi
Baral den Deerumbh IsSUmsewi TM'HHBI@ ita Megara
Repuidik  Indonesia  Tahun W Nomor 45
sehagaimana eleh djub?..d Lhvdang-Undang
Womaor 13 Tahun 1934 1 Pengutehan Undang-

Undang NR 16 da 17 "Tehun 1830  [Bepublk

Indonesia Da.hum;\m E Pembenlukan Kota-Kota
Beaar dan Ko i di Jawa,

. Undang- ﬁmn;:-r 12 Tehun 2011 tendang

PB:m e ptu Peraturan  Perundang-undangan
Hﬁgﬂra Republik Indonesia Tahun 2071

—_—

52 Tambahan Lembaran Megara Republik
ndohesia Homor 5234) sebagaumana ditbah dengan
ndang Undang Nopmor 13 Tabun 2022 tentang Pe

rababian kedua ales Undang-Undang Momor 12 Ta-

hup 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peruoo-
dang-undangan [Lembsaran Negars Ropublik Indone-
sig Tehun 2022 Momor 143, Tambehan Lembaran

Wegara Republik Indonesia Nomor 680G |,

Undang-Undang Nomaor 23 Tabun 2014 teolang

Pemenntahan Daerah [Lembaran Negam Bepubli

Indotiesia Tahun 2614 Nomor 244, Tambahan

Letnbaran Memara Repubbk Indovesia Nomor 3527




schagaimana  telah diubeh beberapa kel terakbor
dengan Undang-Undang Mamar & tahun 2027 Lentang
Penetapan Peraturan Pemenintod Pertgganti Undang-
updang Nemor 2 lahun 2023 eentang Crpta Kerja
menjadi Undang-Updang (Lembaran Negara REepuablik
Indonesia  Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Nepara Kepubbik Indonesia Momor 68356,
4. Feraturan Pemerintah Momor [2 Tabun 2014 wntahg
Fedoman Peoyusiinan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Falkyal Daerah  Provinsi, Habupatsm  dan Kaota
{Lembaran Wegara Republik Indotesia Tahun 2001
Momor 52, Tambahan Lembaran Negara Rep@
Indonesia Momor &197); &
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2 @‘mng
Penyclenggaraan Perifinen Berusaha iﬂ Risihn
[Lembaran Megara Republike Tndomesi hun 202 )
Momar 15, Tambahuan lﬂmh@ sgara Fepuilik

Indnnesia Momor 86371;

el

f. Peraturan Pemerintah Nomor f Tabun 2021 weotang
Penyelenpearaan inan Brrusahe v [Cwecahk
[Lemberar N:EEJN olik Indoneesia Tahun 2021
Momor 194 T han Lembaran Megama Repulblhik

Indones R 18}
7. Pe an Peruakilan Eakyat Daerah Eota
& Womor 1 Tanun 2020 reotang Tata Tertib

Pereraldlan Ralorat Dacreh Kola Surakaria
hagaimana iclah diubah dengan Peranaran Tewan

:Q Ferwakilan Hakyalt [rerah Kota Swurakarta NHomor

1 Tahuwn 2021 tentane Perubshan atas Peramran
Dewan Perwalkilan Bolyst Doerak Kota Surakarta

b Q Morwor 1 Tahun 2020 tentang Tats Tertib Dewan
C’G\ Perwakilon Rakvat Daerah Kota Surakara;

?&mmmrjﬂn : 1. Rapat Badan Musyewarah Dewan Perwakilan Rakyat
Datrah Kota Swrakerts pade tangzal 29 Mei 2023,




kMenelopkan ;
KESATLU F

REDGLA

2 Buriakara
Boruzaha,

2. Syrat ¥etwa Dewan Perwekilon Rakyat Daerah Kot
Surakarta Nomer 53634/00.02.01,/Y/ 2023 tanggal 31
Me 20k23 Perihal Persoml Pansus;

3. Surat dar Fraksi Partai GOLKAR- P5EI Kota Qurakarta
MNomor O3/FPG PSIVI/2023 wanggal 5 .Juni 2023
perihal Penyampaian Nama Personil Pansuoa;

4. Zurat dar Freksi PAN - GERINDRA Kot Surakarta

(%6 FPAN-GERINDIA SR 2023

5 Juma 2023 perihal Persomil Fansus,;

CBygrnt dar Fraksi Parla Keadilan Sejahiera Knota

Suralearts  Momor Q08 JKSEPRS W02 tan
& Jum 2023 perhel PFecsomd Fansug: ;{Y%
Indancsi

£ Surat deri Fraks:  Parrei Demokrasi
(1) U@FI}[-

7. Rapat Panpuma Dewan Perw Radovar Daerah

Kola Surakara peda tﬂn% 2023,
MEMUTUSEAN: @

Momor Langyal

(4]

Perjuangan Kota Surakarts Womor
BV 2023 mnggal ToJund 2023
Pansus Fraksi PDI Perjuwangan,

Fanilia  Khuisw:

Eancangan Perzturan

Dueral Kota tentang Penyclengpaman Perizinan

susunan keanggotaan  scbagmmana

Kepubusan ini-

usuy iru bertugas -

bahes Fancangan Peraturatn Daerah Kota

tentang  Pemyelenggarsan Perizinam

2 Melaporkan hasil  pembabasanoya  eelatol

Parwakolan HRalyat Daerah

Rapal
Paripurma  Dewsan
Surakarta.

kota

Pelaksansan pembahesan Panitia Khoaoa im dibapta olch
Sekretariat Ferwaldlan  Ralkyat
Jurekarta,

[ewiasy Daerah Eota



KEEMPAT . Segala biaya vang timbul schagal akibat dikelwarkannya
Keputusan i dibcbankan pada Anggaran Pondapatan
dan Belanja Dastah BEola Surehkarta.

EELIMA : Keputusan e berlalos pada anggal ditetaplsn.
Diterapkan di Surakarta
pada tanggal ¥ Juni 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEFAH
KOTA SURAKEARTA,

g, ,,.i_ {(0
0o}




LAMEIEAN

KEPLCTUEAN DEWAR PERWALIIAN @ RAWKYAT TIAERAH
EOT4 SURAKARTA

NOMOR LS TAHUN 2023

TEWNTANG PEMBEWNTUHAN PANITIA HHUSUE DALAM

FLaMG A

PELREAHAZARL

FANCANGAN PEREATUEAN

DALY H HOTA SURAKARTA
TEN-AND PENYELENGGARAAN FERIZINAY BERUSAHA

SUSUNAN PANITLA KHUSUS
DALAM RAMUKA PEMBAILASAN
FaHCANG AN PERATURAN DAERAH EQTA SURAKARTA
TENTANG PENYELINGGARAAN PERIZINAN BERDCZAHA

Fes Haka .]AFIATAP_-] - UHMELT R :
1. Syharsone, 5 H., M H. Kt Fraks #1731 - Fetpa
3. Roy Saputra Wk Hetua | Fraks PDI - wr'm@
3. Trhono Sctyo Putro, A Md. AngEaLi i _Fraj-;s-.: POT - ;
4. | Roro Inradi Sareg Indah, 5. H. Anggota
. Bl Mustikah, 5. 5os., MA F Anggota
.  Wahyi Harvania, . E. === ADERCta I Petjuangan
7. Limo Purwanta, 5. H. Anggnta Perjuongian
#,  Fuyatnn Anpgota - Petjoatgan
9. Tilik Murhayali, 5, H. Frakai FOI - Perjuangan
10, | Thnsare Retna Indrasan, A, Md. a Fruks: DI - Peguangan
11. | H. Abdul Ghofar ismail, 5. Si. =eta F”“'SP;:;::‘:M“”
12. | Didik Hermawan, 3. Pd. Anpgots ﬁakﬂjs?:haf:fjadﬂ“
C1E M ALAmn, B E. AL SENTA Frakai FAN - GERINDEA
| 14, Yudha Sindu Riya Angrota . Fraks: PaN - GERINDRA
15, Agls Nurant Anggutd | Frakai Partai GOLKAR - PSI

EETUA DEWAN FERWARILAN EAEKYAT DAERAH

KOTA S WARTA,

LA

BLDI PRASETYC




JADWAL AGENDA KEGIATAN DPRD KOTA SURAKARTA,

BLLAN 1 JUN 2023
NOMOR : BS/BM -DPROVI0Z]
HARI, TANGGAL :SENIN, 29 MEI 2022

N HARI}TGL JAM AGENDA

Ratw, FPARIPFURNA KE- 4
31 M= 2023 ‘WIE 1. Raperda kentang Penyskerggarasn FREF - Laparan Hasil Pemibahasan
Z. Faperdy bakang Perubahan 2kEs Perda . Persehguan Bersama
| M. & Tohunm 201 enEng | - Perdapat Akhr Wali kiota
Fembenodkan dan ueaanan Ferangkal
Daerah
PARIPLRNA KE- 1
1. Raperda teriany Pamyeraan Moadal - Nk Peryjeiasan Wali Eota
Pomerirmtab Kok Sorakarts Pada
Fenamda Ar Minum Ko Seakara

‘ 4. Rapara tertang Pelndungan Anak

5. Haperda tentang Feme|enocArsar

| Parmynan Benusaha
P Srlin, 1000 | PARIPURMA KE- 3 & 2
05 Juard 2053 WIB | 1. Raperda ken@ng Permnggungasalen | - Mot Penjelhean Wall Kok
Pelaksanazn ARED (FIAPBDY Kot - Panetarkpan eriorn Fraks:

| Surdcnta TA, 2032
PARIFURMA KE- 2
2. Raparrls (eyang Permertaan Modal , - Pandangan Limum Fraks
Pemerintah KoE Surskana Fada
Petunida B MINwm Kom Suakans
3, Raperda tattangg Palindungan snak, f
| 4, Raperda tentang Paryvalenggaraan
Faxifnan Barusaha
3 Rabws, 1000 | PARTPURMA KE- 3
OF Juwn 2022 WIE | 1. Paperda terdeng Peranggungpwabet | - JawabanTaaoanan
Pelaicanaan APBD. (PZAFED) Keba | Walikota
Sumrakarts Th, 2022 - Pomatanan Alat
2. Rapeadla \anilang Parmyertaan Modal Fumtmin kA i paig)
Femémintat Kots Sorokarts Pada Membahas
Penoiida S Minom Kot Smakarts
3. Raperd tentan Pebndungan Anak
4, Faperds wovang  Penyeleaggdraan |
Perminan Barusala
F ] 07 sfd 30 1. Faperda peniang Peranggunegjawalsn Pembahdssn
Juri 2023 Pelaksanasn APRD  [(PIAPBDY Ko
Lugkara Ta, 2022
7. Raperda termanp Penvertaan Modal
| | Pmmmritah Kota Surakarta Fada |
Ferumda Air Meum Koa Surakarta
3. Ragern beriane Pefivsducgln Ansk
i 4. Faperda enlang Penyelenggaraan
: Peminan Berusaha
5. Fakw), Raperda tenkang Pertanggunqawaban Pubdik Heaning
21 Juni 2023 Pl aksanas APED (PXAFED) Kote
Surakarty TA 2022

6 Senin, 10K} FARTPURMA KE- 4

261um 2623 wIE | 1. Rapema feniang Pertanggundgjawaten | - Laporan Hasil Pembahasan
Pelaksanpan  APRD [(PIAFED) Koz | - Pesghjuan Bersama
Surskarta Ta 2022 Pendapat akhlr Wabi Ko |




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Suciptn Ho. 143 A Teip. [0271) TI2464, FYIETD, T35200, 135201, 135292 Fax. (0271) T17620
Wabsde - dprd.swrahanaged E-mad - solralatiabdprdmuakanta go.id
SLHAMAHTA
L7145

Surakirta, 5 Juni 2023
Momor ;257 /000201
Sifat  ; Segera
Perihal : UNDANGAN RAPAT PARIPURNA DPRD
Mepada -
Tih.  Pimpioan den Angaots

F'!'EIH‘!MH.&E!M ____________
i -

SURACARTA

Mengharap dengan hormat at=s kehadiran Bapak)Thu/Saudara, besak pada :
Harl, targgal : Rabu, 7 Juni 2033

Fukul : 10,00 Wik
Tempat . Gidung Graha Perijpurna DPRD Kota Sarakarts
ARCara ! RAPAT PARIFURNMA KE 111

» Raperda tentang Pertanpguinglawaban Pelaksanaan APED
{P2ZAPED) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022

¥ Rapendy Wmritang Penyeriaan Modal Pemerntah Kota
Surakarta pads Perusshesan Umum Daerah Al Minum Kota
Surakarts Dalam Rangka Penpembangan Pelayanan Program
Adr Minum dan Air Linbrah

¥ Raperda tentang Pstintdimgan Analk

¥ Raperda temong Penvalenggurasn Perifinan Berusaha

- Tanggapan dan § sty lawaban Wali Kota
- Penetapan Alat Kelengkapan yamy Membahas
Catatan : 1. Mohon Hadir Tepat Walkiu
2. Dimizhon Peserta Rapat Mamatuhi Protokdl Kesehatan Covig-19
2, Yang ot Undang :
= Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surskarts
= Wall Kot dan Wakil Wali Kota
- Sekretans Daerah
- Sxaf AhN Wall Kota
= ASistan
= Inepekioat
- Kepala Badan Se-Kota Surakarta
- Kepala Dinas Se-Kota Surakarta
- Kepala Bagian SETDA Kota Surakarts
- Camat Se-Kota Surakara
- Salnol PP
= Perumda Alr Minum
4, Pakalan: -DPRD :; PSR Warna Coklat
- Elsekutf : POH
Demikian atas perhatian dan kehadiranma, disampaikan tenma kasih,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTASURAKARTA

b
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PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAYT DAERAH

JI Bdi Bucipto Mo, 1434 Telp. [92T1) Tizde1, ¥11a75, TASIE0 Fax. T1TBI0
Weabsile : dord sorakertakota, go. /o Emall : satwan. surakarfai@gral.com
Surskarla
57145

DAFTAR HADIR

HardTanggal : Rabu, 7 Juni 2023

Waktu ;1000 WIB
Tempat + Gedung Graha Paripumza OPRD Kota Surzkarta
Acara : RAPAT PARIPURMA KE 11

1. Raperda tentany Pamznggungiawaban Pataksanaan APED (F2ZAFBD) Kola
Surakarta TA 2022
2 Raperdz tentang FPenyerizan Modal Pemerintabh  Kola Surakans  Pada
Ferysshaan Umom Caerah Air blinum Kota Eurakarta' Calam Rangka
Pengermbangan Pelayanan Program A Minuim dan Air Dionbah
3. Rapsrda *entang Palindungan Anak '
4. Raperda tentany Panyelengparaan Perizinan Eamsaﬁa
Dengan Acara Pokak :
o Jawaban | Tanggapan Yvali foke
< Penalapan Alat Kelengkapan yéng kMembahas

NO NAMA FRAKSI TANDA TANGAN
1. | BudiPrasetyo, 5. Sos.. MAP ' PO1 Perjuangan e
2 | H. Supeng Riyanto, &. 5 Partal Kaadilan Sejahtera T ity
3. | Drs. Achrmad Bapar, M. M ™ PAN-GERINDRA
4. | DOrs. Taufigurrahman 2 GOLKAR-FSI
S | ¥F. Sukazna,5. H. ‘ FDI Perjuangan
6. | Roro Indradi Samwa indah 8. H ~ PDI Perjuangan
e Ety lawara, & H_ M H. ’ - FOI Perjuangarn
8 | Suyatmo "4 PDI Parjrangan
8. | Ekya Sil Hananr&. S H, M A | PDI Perjuangan
0. | Drs. Pauliis Haryata POl Peruangan
1 5. Rony Kamtoro PBI Penuangan
12 | Jugo Aguny Ruwana POI Peruangan
13, | Indriani, 3. E. POI Parjuangan
14, | Siti Muslkah, 5. Sos, MAF PO Peruangan
15, | Ginda Farachiiawan, 5. E., M. Si PO Perjuangan
16. | Wahyu Haryants, 5. E. FII Penuangan
17, | Janjang Sumaryono Aji, S, P. FII Perjuangan

1B, | Suhareono. 5. H, M.H PLH Parjuangan

S




19.

PDI Peruangan

Slamat YWidodo, 5. H.
2 | Roy Sapubro FOI Perjuangan
21 | Tilik Hurhayati, 5. H. PDI Farjuangan
22, | Hartant, 5. E. PLH Parjuatigsan
23. | Anna Budiard, 3. PAK FDI Perjuangan
24, WEW_BHID. S H I FOI Penuangan
25. | Suwants PDI Perjuangan
28. | Til Hono Seatyo Fitro, A, M, PO Perfuangan
27. | Honda Hendars PLDI Penuangan
28, | Yulianto Indratmako PDI Perjuangan
2%. | Elizabeth Fudjiningati PO Perjuangan
30, | Lim Purwanto, 3.H POl Patjuangan
31. | Dinar Retna tndrasari, A MMd. PO Parjuangan
32. | Dyah Retnc Pratiwi, E.S0s., M Kem PDF Perfjusngan
3% | Tarty Maharani Gunawati, 5. Th. PDI Perjuangan "
34. | H. Asih Sunjsto Put, 5. Si Fartai Keadilan Sa j;hte‘:r‘a y— - %
35, | Muhagi Syahrom, 5. T, Partai Kesdilan Sajablara | 35 Y
36, | H Abdul Ghafar lsmail., 5. Si, Pactzt Héauﬁa& Seyahtera
AT, . Didik Hermawan, 5. Pd. Paataiﬂﬂgédiiém Eﬂjahtﬂt
38. | H. Muhamrmad &1 &min, §. E. ' PAN-GERINDRA
3. | Yudna Sindu Riyanle, & M., Kt H PAMN-GER INCHRA,
A0 | Arhanta Kuswinamo. S H, & ¥  pANGERINDRA
| A1 H. Agus Seliswan, S. H ¢ l" / | PAN.ERINDRA
42 | Agung Harsakti Pangasila), PAN-GERINDRA
43 | Ir. H. Margeno, b0 GOLKAR-PSI
dd. | Agus Huryra}'l-i’[ﬂ._is F'd GOLKAR-PEI
35 | Anjgniuz fﬂg[-;r F"ratnnwn F EOLKAR-PSI

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KINKIN SULTANUL HAKIM 5H, MM

NP, 19670610 193402 1 003



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

J. Adi Sucipto Mo. 1434 Telp. {(0271) 712461, 711878, TIE290 Fax. TATE2D
Webaite : derd surakantakols. go.id Emaijl : sefwan. surakartailgman.com

Surnkarta
BT145
DAFTAR HADIR
Harl! Tanggal  : Rabuy, 7.Juru 2023
Wakiu D03 WIS
Tempal :Graha Parpuma PR Koks Surabarts
Acara : RAPAT PARIPURMSA KE I

1. Rapards lntang Petangaueyesaben Pelakseneen APELF(PZAPBC) Koda Suiakana TA 2022

7. Rapards lwvang Penvertaan Liodal Femenmeh Kot Surakara Pada Penusahaan Umern Daerah Air Miawin
Kpta Sumkara Cralaen Ranghka Pergeribengan Pelayanan Program Air Minum dan &ir Limbsh

%, Baperda bertang Pelindungan Arek

4. Raperds rantang Panyelerggeraan Perzinan Berurgha

Derngan Acara Pokok -

a3 |awaban ) Tanggapan Wal Kata
== Pergbapan dat Ketorsgkapan yang Membahas

NO| INSTANSI , NAMA : TANDA TANGAN
v Waksl Wal Kota ‘ Ji g

2 |Sakretaw Dawah

3 Staf Ahli Wiali Kota By Parnanntaran Palitik
7 |dan Hukyem . _ oot izl Y
Stet Ahli Wali Kola Bicang Readangsn dan - | *i& \ e
4 Panh-angma k\*m{"}“" Y &7 4., M
Saaf AhE Mall Koz Buileng Kemeayarakalan dan | 8
Sumper Daya Manuaia : \J _ R e

: f |Ameten Adminisirast dan Umum ! -

7 |Assten Pemerintahan dan Kewa y ’

H Aietban Ferekonsmian dan F'EI'I'!I'_'IEFIUIJI'IEI'I

8 |Imapaktorat .

10 iEan:lan Ferancanaan Pembangunon Daerah y W .
11 |Badan Fapaydwialan dan Pengemnbangan SOM 'Fu. (RN 11, /Egs.,\

L 3 e
12 |Badan Feneltian den Pengembengan Baerah 17

13 | Badan Parvslolaan Keuingi & Aat Daarah
14 [Badan F'en-:lapatan Dagran,

1% IEad:n Hn:tu:n Elﬂma don Palibk

16 (Badan P!:MH-QQIJHI'II_-FI'I F-'n‘-'l'l'l:ﬂﬂﬂ Oaecah

'|:||nas e P s B Hesarduduksr, dan Gatatan
5||:||I

i ||:lu'|.aﬂ K.oreLnikas imfcrmasi Statistik dan
|Peraandian

19 Dlnis Penaraman Modal dan PTER

20 nlnas Pakerjaan 'Smum dan Penataan Huang B, . pJ U_({ J;;:ﬁ-'ﬁ"i:',_[ ll 7 ~ r‘,.a-"'"_jrl""l‘

21 |[Dinas Kapehatan r?ﬂll"-i r 1‘,‘}]1{-1 ., 1an, —

21 |Dinas. Pardagangan D""fh“:[ FL. Maparasw 2 “"'-. 5
23 |Dlmas Perhubungan

24 Dinesz F'arumahﬁn_::lan rC-a-wa;a-n F-'-E:mnﬂ-:iman
dan Fertanahen oy

o o :I:_l .
25 | Dings Kiahanan Pacgan dan Pofaa oL Mﬁhﬁu‘fﬂl‘“ 25, . ﬁﬂf‘}




| #] IHNSTAHSI

| 28 |t Lingkungan Hidug [ M f
| 27 |Dines Teminga Kena i il
- |binas Fembardayasn Porampuan dan ==
22 Perindungan Anak s4ra Fangendalian lﬂqu-hu_ﬂb
Pandudub dan Faluargd Beréncana -
28 |Dhnas Pendidikan Sty s
30 |Dvinae Kebudayawn dan Faridigata Al
1 | Dima: Sazml = Bl =
32 |Eines Koparasi UEM dan Perindustrian

= —

33 | Qinas Pemyds Jan Halwaga

Oines Pematianm Kabakaran Sairiyt TR
35 |Dinas Pecpustakasn dan Kearkipan I\hj«: 'I,_{[--r_t 'l..-.L 1..4.-14_{ y |F
36 | Salpsd PP Sariryt - lugy 7R
T |Begian Taia Pemeriniahan S«lda
36 |Bagian Hukurn Satde _ ‘HL”EH‘E‘\
38 |Bagian Orgenizasi Setda M
o [B8gIan Protokol Komunikasi dan Adminisirasi
Fﬂmplnan Setda I | | ——
41 | Bagpan Perekanamian dan S04 Seida | E’-!‘:I{a'dd anﬂ .;’”' N
42 | Bajian Keswjahiaraan 5103 [ Tl P'{{Ef f A l,..-‘-_} 7
43 |Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Gelda 0
| Jian Feng 4 —th [L‘i:z:!.h..-i..'#‘._?’_?_f_g <
& |Bagin Lmum Selda

45 |Baqien Adminiztras Pambangunan Setda

Pas L0

g “;1_.._.-

43 |Kecamatan Jebres 1

.-f,? Kacamaian Lasryan (/"M’H&. 'rt': ﬁ N

4B |Kegcamalan Banjarsari i f;;_ bl w'i:&ﬁSﬁJ.l.L.f';a"i
4% |Macaralan Pagarkiwen _/»__ k m’_w - .

B |Mecamatam Sarengan ,’\ y ullﬁh {'E\{ W

B (Pergmeta dur Minom Kot Eursﬂ’a _\ A m—‘h‘ AT
52| Sakretaris DPRD N
51 |Kabag Llnu.u“ dan "-'.B'Ll;lnggn ]1_, o ) 15', | 5%
e e
5l F[ahig Fasililwi F'mm‘.'rah dan Fm;m'-'-as-an '-_f.- !H""f |
56 | Kab ngﬂsug'mdin Prrundang « wedangan [‘U[w., R MH
Katuban M@‘Im-ﬂmsl. Ferancamaan den l . - -
N Keuangan — ﬁ'\'-l-Ll: ﬂ}; <
Syb Keordinalor Fertenogkapan dan Rumeh i e
57| Tangsa w;f‘ Tt
58 |Sub Keordinator Fasiltas Ponganggaran EEwN a7
59 |Subr Keordinater Persldangan dan Rlssleh S = LA K r
60 |Sub Knordinator Kagan Perundang-undengar "N ) 1|.'-.f|7'."|""- E.-‘uﬁﬂ.i"ﬂ.mh.




N INSTANSI NAMA /TANDATTANGAN

8 |Sub Keeefnalor Hubunpan Masarakat C ARTA stﬁ M{ d

B |Tmniaga Al Frakei #AN - GERIMDRA Dy P m o ma '-':g: :

3 T
82 | Tevragn Ahl Frakai POA - P WM' ... ‘.r%._
£i73 | Tanaga &M Fraksi PERES FLu g3, /(—-' ////

e o

65 | Teenaga Ank Fraksi Gokar - 5] Bty

SEXRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

F.] H - MM
HIF. 1067061 D 1980 103
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Eurakarta
57745

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

J. Adi Suclpte Ne. 143A Teolp. (92T1) T12444, 711879, T162M) Fax, 17820
Wabsite : dond surakamakota gouid Email @ fafwan. sorakartaghgmiall.comn

CAFTAR HADIR

Harl Tanggal  :Rabu, 7 danl 2023

Wakhu S 1 Ry |24

Tempat r Groha Padpuims DPAD Koke Surakans
Acara ; RAPAT PARIPLIRNA KE 1

1. Raperda isntang Peflanggurgawabian Pelaksanaan AFED (FRAPED) Kola Surskara TaA. 32
2. Rapuerds alang Panysdaan kodsz| Pemerintah Kota Sufakscia Pada Perusanaan Lienun Dearah As Minurm
F.ota Surmkdrt Dl Bongee Pangembangen Pelayanan Prograrm Air kimer diarr Aur Lirbah

3. Reperdas tentanp Palinduspdn Sndk

d. Raperda wnlarg Pansalerdgeraan Fencoan Bensaha N ;‘ N
Dengan Acara Pokok ; 3" w
= Jawaban ! Tanggapan YWali Kas 'S
=» Panelapan alat Kalangkapan yang Memeahas \ c '\/./W
No! HAMA ) ~INATANAI . ﬁ(k?mfmmu
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

RISALAH RAPAT PARIPLUIRMA

Tahun Sidang 2023

Masa Sidang | |

Jenis Rapat : Rapat Parlputna

Sifat Rapat : Terbuka

Hari/Tanggal - Benin, $ Juni 2023

Jam : 10,00 sfd selesal

Tempat r Gedung Graha Paripuma DPRD Kote Surakarta
Acara :

“PARIPURNA KE-1 & 2
1. Raperda tentang Ferianggungjawaban Pelaksanaan AFED (P2APBLY} Kota
Surakarta Tahun Anggaran 2022
Dangan Acara Pokok :
# Mola Penjelasan Wil Kota;
# Pandangan Umum Fraksi
*PARIPLIRNA KE = 2
2. Raperda Temtang Peryertaan Modal Pemerintah Mota Surakarta Pada
Perumda Air Minum Kota Surakara
3. Raperda Tentang Pelindungan Anak
4. Raperda Tentang Penyelenggaraan Penjinan Berusaha
Dengan Acara Pokok :

¥ Pandangan Limum Fraks

PIMPINAN RAPAT : Bud| Frasetyo, 5.505., M.AF. - Ketua DPRD

SEKRETARIS : Kinkin Sutznul Hakim - Sekretarls DPRD



HADIR

1. DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA

1. Budi Prasetyq, 5.505, MAP, PDI Peruangan
2. H. Sugeng Rlyanto, 5.5. Fartai Keadilan Sejahtera
3. Drs. Teufigurrahman GOLKAR-PSI
4. Drs. Achmad Sapar, M.M. PAN-GERINDRA
5. ¥F. Sukasmo, S.H. FCI Ferjuangan
5. Roro Indadi Sarwe Indah, S.H. P Perjugngan
7. Ety Isworg, 5 H, M.H. PDI Perjuangan
2. Ekya Sih Hananto, 5H., M.H. PDI Perjuanaan
9. Jlanjang Sumaryono Aji, 5.P. Pl Perjuanggm
10.  Lim Purwarnto PEI Parjuangan
1i. Drs. Paulus Haryoto pDT Pefjuangan
12. Trihone Setyo Putro, A.Md “.PEI Perjuangan
13. Indrlani, 5.E. ' 'PDI Perjuangan
14. Jugo Agung Ruwante FDI Perjuangan
15, Suyetne FDT Perjuangan
16. Ginda Ferachiriawan, S.E., M.Si © ) PCT Perjuangan
17. Wahyu Haryanto, S.E. ‘ PDT Perjuangan
18. Wawanto, S.H. PDT Perjuangan
19. Suharsono, S.H., M, FDI Perjuangan
20. Slamet Widodo; SH PC Perjuangan
Z21. Anna Budiartin5.PAK. POI Perjuangan
22. Roy Saputa ‘ FDI Perjuangan
3. Suwanto PDI Perjuangan
24, Dinar Retma Indrasan, A.Md PDI Perjuangan
25, Terb,r Maharani Gunaveati, 5.Th P Perjuangan
iE,. Hartant, S.E. PDI Perjuangan
Z7. Honda Hendaro PLH Perjuangan
28. Tk Murhayat, S.H. PDI Perjuangan
29. Hizabeth Pudfiningat PDL Parjuangan
30, Yulianto Indramoko FDI Perjuangan

31. H. Asih Sunjoto Pulro, 5.51.
32. Muhadi Syahroni, 5.T.

33. Didik Hermawan, S.Pd.

34. H. abdul Ghofar Ismail, 5.5i
3%, Yudha Sindu Riyanto, S.H.
36.  Ardlanto Kuswinamo, 5H

Partai Keadilan Sejahtera
Fartai Keadilan Seiahtera
Fartai Keadilan Sejahtera
Partzi Keadilan Sejahtera
FPAN-GERINDREA,
PAN-GERINCRA



37. Agus Nuryanto, 5.Pd GOLKAR-PS]
38. Ir. H. Margono, MM GCLKAR-PSI
39,  Antonius Yoo Prabowo GOLKAR-PST

DAR] PEMERINTAH WOTA SURAKARTA :

1. Wakll Walikota, Fara Pejabat Eksekutiff TAPD di Lingkungan Pemerintah
Kota Surakarta.
2. Wartawan Media Cetak.

TIDAK / BELUM HADIR DART ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA !

1. Silvester Rony Kamtard - F. PDI Perjuangan
2. Siti Muslikah, 5.505, M.AP. - F. PDI Perjuangan
3. Dyah Retno Prativi, 5.505., M.LKom - F. PDL Perjuangan
4. H.Muhammad Al Amin,SE _F. PAR-GERINDRA
%, H. Agus Setiawan, S.H PR GDLKARPEI

&. Agung Harsakti Pancasila . PAN-GERINDRA



JALANNYA RAPAT PARIPURNA
DALAM RANGKA

1. RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD (P2ZAPBD)} KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

2. RAPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA
SURAMARTA FADA FERUMDA AIR MINUM KOTA SURAKARTA

3. RAPERDA TENTANG PELINDUNGAN ANAK

4. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN FERIJINAN
BERUSAHA

Rapat dibuka Fukal . 10.00 WIB,

P RAPAT :

Yth. Sdr. Waliksta dan Yakil Walikota Surakara.
Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggoia Dewan
Yang kami hormati,
Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Eemenntah kota Surakarta,
Rekan-rekan warawan dard media slekironik’ dan media cetek 4 Kote Surakarta,
serta hadirin tamu undangan yang'bechanega.

Asalzmusizfkom/Warnohmatuifohhf Wabasrokatuh.
Salnm Fimsfﬁ jil

Salam sajahtera bagi kite semua.

Puji syukur ‘'warlah kita penjatkan kehadirat Allah SWT, atas karuma dan
rahmat-Nya yanguelah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat
bersamea < éarna mangikuti Rapat Panpurna Dewan pada han i dalam keadaan
sehalavalafiat,

Kepada seluruh tamu undangan kemi sampaiken lenma kasin yang telah
berkenan maluangkan waktunya mengikuli jaizrnyz Rapat Parpumna Dewan pada
har i,

Sebelem Rapat Parpuma kami nyzatakan dibuka, kepads Sdr. Sekretarns
Dewan dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggeota Dewan sesuai dengan
daftar hadir yang telah ditandalangani, di persitahkan.

SEKRETARIS DPRD :

Yth. Wakil Walikola Sorakarta, Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota
Dewan beserta hadinn yang kami hormat.

Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPED Kota Surakaria yang diselanggarakan
pada har ini Senin, tanggal 05 Juni 2023 dihadin oleh 35 orang Anggota Dewan,

- 4] =



yang tidak hadir B orang Anggota Dewan. Adapun nama Anggoia Dewan yang tidak /
bedum hadir adakah

1. Silvaster Rom Kamtoro - [jin
2. Siti Muslikah, 5.505., MAF - ljin
3. Dyah Retno Praimwi, 5. 805, M Kom - ljin
4 H Muhammad AL Amin, SE - 1jin
5. H. Agus Setiewan, SH -ljin
6. Aguryy Harsakli Pancasila - |jim

Cremnikian Laporan Presens hadir Anggota Dewan.

PIMPINAN RAPAT :

Terma kasih kepada 5dr. Sekretarks Dewan yang telah melap-mhan
kehadiran Anggota Cewan.

Sehagaimana telah dibacakan oleh Sor. Sekretans Dewan dart 456 Anggota
Dewan, telah hadir sebarysk 38 Anggota Dawan. \

Sssuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan, Rakyat Caerah Kota
Surakarta Nomor 1 Tabun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Parwakilan Rakyak
Daerah Kota Surakara Pasal 138 ayat (1) hurif b disebutkan bahwa “Rapaf
Faripurna memenufll kuorurm apabila rapai ditadid oleh pafing sedikd i (dua
portiga) dan jurniaf Anggota DFRD Uik ramberhentikan Firnpraan DPRD serta
untek menetapkan Perda dan AFBDS

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapal
Paripurna ini i2lah memeanuli kudurm.

Untuk itu, Rapat Paripﬁrna pada hari ini Senin tanggal 5 Juni 2023, saya
nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Katok Fafu 3x)
Rapat Paripurna Dewan darn hadirin yang kami Aormalf,

Ean:laéarl-:an Pasal 59 ayat {1} husuf d Undang-Undang Nomor 24 Tatun
2009 Tantang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara gerta Lagu Kebangsaan
disabutkan babwa Lagu Kebangsaan Wajih diperdangarkan danfatau
ﬂinyanyihan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR, dan DFRD".

Berkzilan dangan itu, ijinkan kami mengajak selurah hadirin untuk berdin
manyanyikan lagy Kebangsaan Indonesia Raya.
o Hadirie dimohon bardir.

MENYANYIKAN
LAGU KEEANGSAAN INDONESIA RAYA

-~ Hadirirr chipersiafkan uituk duduf kemthal.



PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurns Dowan dan hadirin yang kami hormati;

Perdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 29 Mel 2023
dengan Catatan Rapat Nomor 05/BMDPRDVIZ02L, diagendakan — Rapat
Paripuna Dewan pada hari ini Senin tanggal 5 Jurn 2023 dengan agenda
*PARIPLIRNA KE — 1 & 2

1. Raperda tentang Pettangoungiawaban Pelaksanaan AFPBD {P2APBD) Kota
Surakarta Tahun Anggaran 2022
Dengan Acara Pokok :
¥ HNota Panjslasan Wali Kota;
* Pandangan Umum Fraksi
*PARIPURNA KE - 2
2. Raperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kgta Surakarta Pada
Farumda Air Minum Kota Surakarta
3 Raperda Tentang Pelindungan Anak
4. Raperda Tentang Penyslenggaraan Fenjinan Berusaha
Dengan Acara Pokok - \
+ Pandangan Umurm Fraksi

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Parlpurna Dewan dan hadirin yang kami harmati,

Memasuki agenda pertamashari ini adalah Penyampaian Mota Fenjelasan
Wialikota atas Raperda teplang Peranggungjawaban Pslaksanaan APBD {F2APBL)
Kota Surakarta TahumsAnggaran 2022 sebagaimana telah dizampaikan kepada
kami Surat Wallkota'Surakarta Nomor - KD .03 00f2216/2023 tanggal 30 Mei 2023
Ferihal Penyampaiar Rancangan Paraturan Daerab lentang Peranggungjawaban
Falaksanaan-AFBL Koia Surakzrna Tahun Anggaran 2022

Lnfek iuy, manlah  kita bersama-sama mengikuti dan mendangarkan
FPenyampsian Nota Penjelasan Wali Kota Surakarla yang dalam hal ini didelegasikan

kepads Wakil VWalikota Surakana. Kepadza Yth. Sdr. Wakil Walikota Surakarta,
karni persilahkan.

NOTA PENJELASAN WALIKOTA

e ——

Disampaikan olah Yih. Sdr. Wakil Walikcta Surakarta

PFIMPINAN RAPAT :

Terima kasin kepada Yth. Sdr. Wakil Walikota yang welah menyampaikan MNota
Panjelasan Walikota.



PIMFPINAN RAPAT :

Ropat Faripprna Dawan dan hadirin yang kami hormatd,

Memasuki scara selanjulnya adalah Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Nota
Penjelazan YWali Kata.

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah ¥ota Surakarta
Nomer 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Dasrab
Kota Surakarta Pasal 11 ayat [2) dan (3} huruf a, yang menyatakan bahwa |
Ayat {2) . Pambabasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan fingkat |

dan Pembicaraan tingkat I1.
Ayat (2 huruf a . Pembicaraan Tingkal | meliputi kegiatan -
a. Dalarn hal rancangan Perda berasal dan Walikota
1. penjelasan Walikcta dalam rapat panpurna mengenai ranﬁangan
Perda; ‘
2. pendangan umum Fraksl ierhadap rancangan Pearda; dan
3. tanggapan danfatau jawaban VWalikota terhadsp pandangan umum
Fraksu.
Berdasarkan hal lersebut, Rapat Panipurrd’ seémentera dinyatakan diskors
selama 15 manit untuk mempersiapkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.
\ (Katok patu 1)
PIMPINAN RAPAT :
Shors rapat kami cabut,
{Kealak palu Tx)

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Panpuins Dewan dan hadirin yang kami rormail,

Manlah kitamemasuki acara selanjutnya yaitu Pandangan Limum FrakseFraksi
atas Nota FPenjelasan Walikota. Berdasarkan catatan dari Sekretanat DPRD, yang
akan menyampaikan Fandangan Umum Fraksi sdalah sebagai berikut -

1. Yth. 5dr. Agus Nuryanto, 5. Pd dari Fraksi Golkar — PSI

2/%¥h. Sdr. Ddik Hermewan, 5.Pd dar Fraksi PKS

3. Yth. Sdr. Yudha Sindu Rivanto, 5.H.. MH. dan Fraksi PAN-Genndra
4, Wth. Sdr. Wawangd, 5. H. dan Fraks PDI - Perjuangan

Kesempatan yang pertama kami persighan kepada Yth. Sdr. Agus
Nuryantp, 5.Pd dari Frakse Golkar - P53l kami persilahkan untuk menyampaikan
Pandangan Umurm Fraksinya.

PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI

Dizgampakan qlah |



Tarima kasih disampaikan kepada Yith, Sdr. Agus Nuryanio, 5.Pd dani
Fraksi Gothar - PSI yang tolan manparmpaikan Pandangan Umurm Fraksings.

2 Giliran yang kedua, kami persilahkan kepada Yth, Sdr. Didik Hermawan, 5.Pd
dari Fraksl PKS, untuk menyampaikan Fandangan Umum Fraksinya.

Terima kasth disamparkan Yth, Sdr. Digik Hermawarn, 5.Pd darl Fraksi
PKS. yang ielah menyampaikan FPandangan Umum  dan  penysranan
naskafmys.

3. Giliran selanjutnya, kami persilankan kepada Yth. Sdr. Yudha Sindu Riyanto,
&.H., M.H. dari Fraksi PAN-Gerindra untuk menyampaikan Pandangan Umom
Fraksinysa.

Tarima kasift disampaikan Yih. Sdr. Yudha Sinde Riyanto,'8.H., M.H.
dari Fraksi PAN-Gerindra yeng felah menyampsikan Pandangan Umum dan
panyersfian naskabinya. ‘

4, Guliran yang erakhir, kami persitahkan kepada Yth.Sdr. \Wawanto, 5.H. dari
Fraksl PD} - Perjuangan urtuk menyampaikan, Pandangan Limurn Fraksinys,

PIMPINAN RAPAT :

Tarima kash disampaikan Yoh. Sdr Wewanto, 5.4, darl Frakst PDIi —
Parjuangan, yang tefah menyampaikan, Pandangan Umum den penyershan
naskahnya, g

Rapat Paripurma Dewan dan hadirin yang kamf horinati,

Sebelum  menutup 'Rapat Panpurra im, pedu kami sampaikan bahwa
bertepatan denganshan suci agama Budha pada tenggal 4 Juni 2023, kami atas
nama Pimpinap~dan Angoota Dewan mengucapkan Selamal Hari Raya Waisah
Kirarya berkah 'Waisak membawa kebahagiaan, kedamaian dan ketentraman bagi
kita germua

Sablie Satha Bhavantu Sukitatta, semaga sermua makhiuk hidup berbahagia,

ﬁsngan demmkian maka salesailab seluruh rangkaian acara Rapat Paripuma
Dewan pada har ini. Sekali lagi kam mengucapkan terima kasih kepada seturuh
hédirin atas perhatiannya mengikuti jalannya Rapst FParpurna dan kepata semua
pihak yang telah membanlu lerselenggaranya Rapat Paripurna, serta kami
sampaikan permobonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang
kurarng bereenan

Dengan demikian Rapat Paripuma dapat Kita akhiri dan kami nyatakan
ditutup.
(Ketok Palu 3x)
Wassalamu'alaikum Warohmatullohl Wabarokatuh.
Salarmt Papcasifa I



Rapzt ditulup Pukul - 12.30 ¥WB

Surakarta, 5 Juni 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Pimpinan Rapat, Sekrat DPRD,
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Ketua DPFRD

KINKIN SULTAMUL/HAKIM.SH.MM
NIP. maﬁns 0 1994021 003

f

[KaBag PP [ ]
| Bubkoor F'erliiilaéh;iian & Risalah
w




FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

J. Adisugipto Mo 143 A, Telp. - (0271) 730391, 741854, 711878, T12493, 731150, Fax, (0271} 717620
SURAKARTA
57145

PANDANGAN UMUM
FRAXSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

Terhadap
RANMCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
Tantang

A. PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AR MINUM XOTA SURAKARTA DALAM . RANGKA
PENGENBANGAN PELAYANAN PROGRAM AIR MINUIM DAN LIMEAR.

B. PERLINDUNGAN ANAK.

C. PENYELENGGARAAN PEREZINAN BERUSAHA.

SALAM PANCASILA T
MERDEKAI

Assalamo’alaikum Wr, Wb,
Selamat siany, Salam Sajahiera baghkita semus,

Yang terhomnat Saudara Walikota dan Wakil Wallkota

Yang terhommat Saudara Fimpinan Rapat dan Pimpinan Dewan

Yann tethormat rekan - rekan anggota Dewan, Jajaran Eksekulif, rekan rekan wartawan beserta
seluruh hadinn yang berbahagia,

Puji syukur senantiasa kita panjalkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan
rahmat dan kanuniz-Nya kepada kita semua. Sehingga pada siang har ini, kita dapat menghadin
rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Dasvah, dalam keadaan sehat lak kurang satu apapun
dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi.

Rapat Pariporna Dewan Yang Terhormu,
Mananggap Mota Penjelasan Walikota Surakana lerhadap -

A. Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perusahaazn Umum
Daerah Air Minum Kota Surakarla Dalam rangka Pengembangan Petayanan
ngramdﬁr Minum dan Air Limbah.

8. Perlindungan Anak.

C. Penyalenggaraan Perizinan Berusaha.
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Yang telah disampaiksn Saudera Wallkola dalam Nota Penjelesannya pada Rapat
Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Dazrah Kola Surakarta pada hari Rabu, 31 Mei 2023
kepada Dewan unluk dibahas, kami Fraksi PDI Perjuangan memandang periu wntuk
mengatahui baberapa hal sebagai berkuk ;

A. Rapercla Panyertaan Modal FDAM .
1. Unluk Pelayanan Air Minum PDAMN sampal tahun 2022 sudah berapa nbu Pelanggan .
atau Berapa Parsen dati Jumlah Penduguk kota Surakarta .
2. Untuk Palayanan Limbah sudah bisa melayani sambungan instalasi berapa Keluarga .
3. Restrbusi Pengelolaan imbah apakah sudah bisa menolup Operagional. Fengelilaan
limfxah .

B. Raperda Perlindungan Anak .

1. Apaksh Dinas selama ini bisa melakukan pangawasan dan  mendapalkan akses
seluas luas nya terhadap Kegiatan anak didk dart ajaran pengaruh radikalisme dan
intcleransi . narkoba |, Miras | LGET , Apakah Dinas juga mempunyai dala dar anak
anak yq terpapar pengaruh in Mohondisajikan data nya dari tahun ke tahun .

C. Raparda perizinan berusaha’
1. Usahaapa saja ygakan dietur
2. Apa implkasi nyalerhadap UMKM

Rapat Paripurna Dewan Yang Berbahagia,

Demikianlah pandangan umom kami pada rapat paripuma hari ini. Tidak lupa kami ucapkan
banyak teima-kasik pada seluruh hadlin yang ada, dan semoga Tuhan Yang Mahakuasa selaly
melimpahkan rahmat dan hidayah-Mya pada kita semua, sehingga kita akan dapat menjalankan
tugas kita dengan baik dan akan bermanfaat hagi masyarakat. Tenmakasih,

SALAM PANCASILA Iff
MERDEKAN

Wasssalamu'slathum Wr. Wb,

[N



